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KATA PENGANTAR

INSPEKTUR UTAMA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun 2025 dapat disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja
pengawasan intern dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Bawaslu.
Laporan ini menyajikan gambaran kinerja Inspektorat Utama dalam memperkuat
tata kelola, manajemen risiko, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
seluruh tingkatan organisasi.

Dalam dinamika penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang semakin
kompleks, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dituntut untuk terus bertransformasi menjadi fungsi pengawasan yang
adaptif, bernilai tambah, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan peran APIP
merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan
sumber daya, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan integritas, serta
peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Sejalan dengan hal tersebut,
pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kualitas
pengawasan, penguatan pengendalian intern, serta perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Bawaslu.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan Bawaslu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2025 ini diharapkan
tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi instrumen
pembelajaran dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka penguatan peran
dan kapabilitas APIP serta peningkatan kualitas tata kelola Bawaslu secara
berkelanjutan.

Jakarta, 23 Februari 2026

-
Rini Wartini, Ak., MM., CA., CRMP, CSEP, CFrA, CGCAE




RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja outcome Inspektorat Utama Tahun 2025 diukur melalui 9 (sembilan)
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama.
Dari seluruh indikator tersebut, sebanyak 5 (lima) IKU telah mencapai target 100 persen
dan 4 (empat) IKU belum mencapai target yang ditetapkan. Penjelasan sebagai berikut.

Keterangan Target Realisasi Capaian

(1) (2) (&) (4)

ESasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan
iSesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern ]

» Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi
i Inspektorat Utama

« Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu 75 71,90 95,87%
« Survei Penilaian Integritas 85 73,90 86,94%
« Level Kapabilitas APIP 3 2,37 79%

+ Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal  : : :
: terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, : 100% : 100% : 100%
Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya : : :

i » Persentase Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan

100% 100% 100%
Internal
P _Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan 38 381 100%
i internal
P Skor M_aturltas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian 33 3.90 100%
: Mandiri SPIP
» Indeks Pelayanan Publik 3,5 3,9 100%
Rata-rata 95,27%

Terhadap 4 (empat) IKU yang belum mencapai target, Inspektorat Utama telah melakukan
upaya perbaikan melalui penyampaian rekomendasi strategis hasil evaluasi AKIP Tahun
2025 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi, hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Reformasi Birokrasi, serta hasil penguatan pendampingan dan integritas melalui sosialisasi
gratifikasi dan pembangunan serta pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZI WBK).




Dari sisi perencanaan anggaran, Inspektorat Utama Bawaslu mengampu 1 (satu) Program
Dukungan Manajemen dengan Pagu Awal tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja (Renja)
sebesar Rp10.358.325.000,00 dengan target 282 output. Namun, sebagai dampak
kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2025, anggaran Inspektorat Utama mengalami pengurangan signifikan
sebesar Rp8.923.373.000,00 sehingga menjadi Rp1.434.952.000,00 tanpa disertai
penyesuaian target output. Dalam perjalanannya, Inspektorat Utama memperoleh
beberapa kali penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan antara
lain pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp450.000.000,00 dan
penambahan anggaran lainnya sebesar Rp1.850.483.000,00 sehingga total pagu anggaran
menjadi  Rp3.735.435.000,00 (Rp10.358.325.000,00 - Rp8.923.373.000,00 +
Rp450.000.000,00 + Rp1.850.483.000,00). Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31
Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 sebesar
Rp3.707.353.373,00 atau mencapai 99,25 persen dari pagu anggaran terakhir yang
ditetapkan, dengan realisasi output mencapai 100 persen dari target output sebagaimana
Renja, rincian sebagai berikut.

Pagu Awal Penyesuaian Pagu Revisi Realisasi Capaian Target Capaian

Unit Kerja Anggaran Pagu Terakhir Anggaran  Anggaran Output Output

(1) (2) (©) (4) () (6=5:4) (7) (8)

§E‘§;§‘;‘°fat§ 9.000.000.00036.108.348.000; 2.891.652.0002.866.518.402f 99,13% | 261 i 100% i

§Tata Usaha§ 1.358.325.000§ 514.542.000§ 843.783.0005 840.834.971§ 99,65% 21 100%
10.358.325.000 6.622.890.000 3.735.435.000 3.707.353.373  99,25% 282




Realisasi output Inspektorat Utama per 31 Desember 2025 berdasarkan Rencana Kerja
(Renja) telah mencapai 100 persen. Selain berdasarkan Renja, realisasi output juga diukur
melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan kegiatan Non-PKPT. Meskipun sama-sama mengukur realisasi output
pengawasan, jumlah target dalam PKPT lebih besar dibandingkan dengan target output
dalam Renja. Selama Tahun 2025, selain merealisasikan seluruh target output Renja
sebanyak 282 laporan, Inspektorat Utama juga telah merealisasikan output PKPT sebanyak
488 laporan serta 9 laporan Non PKPT, dengan rincian sebagai berikut:

Target Output  Realisasi Output Realisasi o ;.
Kegiatan Pengawasan Non (%)

Renja PKPT Renja PKPT PKPT
(2) () (4) () (6) (7) (8)

£101. Audit Internal i 28
£102. Reviu ! 68

'103. Pemeriksaan, Pembinaan

idan Pengawasan Internal 16

ELayanan Dukungan Manajemené 21
iIntenal :

Grand Total (I+l)

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 berdasarkan Renja dan
PKPT telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator outcome yang
belum mencapai target dipengaruhi faktor lintas unit, memerlukan perbaikan berkelanjutan,
dan faktor eksternal.

Dalam kondisi keterbatasan anggaran dampak efisiensi belanja pemerintah, Inspektorat
Utama tetap mengoptimalkan fungsi pengawasan internal untuk meningkatkan kualitas dan
nilai tambah dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan
Bawaslu.
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BAB |

PENDAHULUAN

Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam
mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan
berintegritas melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Sebagai Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) Bawaslu, Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Bawaslu.

Dinamika penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan yang semakin kompleks,
termasuk tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan akuntabilitas penyelenggara
pemilu, menuntut penguatan peran APIP yang adaptif, profesional, dan bernilai tambah.
Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga
mencakup efektivitas kinerja, pengelolaan risiko strategis dan operasional, serta
pencegahan terjadinya penyimpangan dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata
kelola yang baik.

Tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Inspektorat Utama dalam mengoptimalkan
perannya sebagai mitra strategis pimpinan (frusted advisor) melalui pengawasan intern
yang berbasis risiko, berorientasi pada pencegahan, dan mendorong perbaikan
berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk memperkuat kualitas
pengendalian intern, meningkatkan maturitas manajemen risiko dan SPIP terintegrasi, serta
mendorong peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan kerja di
lingkungan Bawaslu.

Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Utama Tahun 2025 merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai
capaian kinerja pengawasan intern, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan,
serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga
menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam
rangka penguatan peran dan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 diharapkan dapat
menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis pimpinan, sekaligus mendorong
peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern di
lingkungan Bawaslu guna mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan
pemilihan yang berintegritas, profesional, dan terpercaya.




1.Kedudukan

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi dasar terbentuknya Instansi
Bawaslu. Kedua peraturan tersebut diterbitkan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan
yang lebih besar dan kompleks mengenai keberhasilan demokrasi penyelenggaraan
pemilu.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum diamanatkan untuk membentuk
struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk mendukung terwujudnya
demokrasi, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu melalui Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Inspektorat Utama sebagai APIP Bawaslu merupakan unsur pengawasan yang
bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama dan terdiri atas Inspektorat Wilayah I,
Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah Ill, dan Bagian Tata Usaha.




2.Tugas dan Fungsi

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal
lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pengawasan intern di Bawaslu bertujuan untuk
menilai, mengevaluasi, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga.
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern,
Inspektorat Utama memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis
pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam fungsi-fungsi Inspektorat Utama
sebagai berikut:
« Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal
« Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
« Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal
Bawaslu;
« Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
« Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

3.Wewenang dan Tanggung Jawab

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai,
berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu
Nomor 133/PW.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024, Inspektorat Utama memiliki
kewenangan untuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
personil baik berbentuk fisik maupun digital yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan intern;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang
menjadi obyek pengawasan internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pengawasan intern;

c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan opini atas efektivitas tata kelola, manajemen
risiko, dan proses pengendalian organisasi secara keseluruhan;

d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan
melakukan komunikasi/konsultansi dengan Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal
dan berkoordinasi dengan jajaran pimpinan lainnya;

e. Memiliki wewenang untuk hadir dalam rapat manajemen terkait lingkup kegiatan
pengawasan intern;




. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang

. Memperoleh masukan perbaikan kualitas hasil pengawasan dari

. Mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor
eksternal;

diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

jajaran Pimpinan Bawaslu dan para stakeholder terhadap
kegiatan Inspektorat Utama;

dengan jumlah dan mutu SDM yang terlatih atau tersertifikasi
sesuai dengan peran dan layanan APIP.

Kemudian, berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan sebagaimana Keputusan
Ketua Bawaslu Nomor 133/PW.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam
penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Utama bertanggung jawab
untuk:

a.

Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor,
kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan
mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko (PKPTBR), khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran
pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
PKPTBR disetujui dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum;

Mengelola ketersediaan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga dapat
menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;

Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan,;

Menyampaikan laporan hasil pengawasan internal kepada Ketua Bawaslu melalui
Sekretaris Jenderal dan jajaran manajemen auditi secara berkala atas aktivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan
Umum.




Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, struktur organisasi Eselon
Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Utama memiliki 3 (tiga)
Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I, I, dan Ill yang masing-masing membawabhi

kelompok jabatan fungsional auditor dan kelompok jabatan fungsional lainnya, serta Bagian
Tata Usaha yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama.




D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama didukung dengan sumber
daya manusia sebanyak 109 pegawai. Komposisi pegawai pada Inspektorat Utama per 31
Desember 2025 dirincikan sebagai berikut:

No. Jabatan
(1)

§Jabatan Struktural

:Inspektur Utama

Jumlah 109

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Utama Bawaslu per 31 Desember 2025
tercatat sebanyak 109 orang, yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan
Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional lainnya, dan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS). Selain itu, terdapat 1 (satu) orang JFA Ahli Madya pada Inspektorat Wilayah | atas
nama Pirgok yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) Inspektur
Wilayah Il. Jumlah SDM tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya rekrutmen CPNS sebanyak 45
orang, yang terdiri atas 39 formasi JFA Ahli Pertama, 3 (tiga) formasi JFA Terampil, dan 3
(tiga) formasi Jabatan Fungsional lainnya. Disamping itu, perubahan komposisi SDM juga
dipengaruhi oleh pergeseran pegawai melalui mekanisme rotasi, mutasi, dan
pemberhentian sementara pada Inspektorat Wilayah dengan rincian sebagaimana terlampir
pada lampiran 1.

ghlhiliiggg



Berikut ini komposisi SDM yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelam
pendidikan, dan unit kerja.

Sebaran Pegawal Berdasarkan Jumliah Jenis Kelamin

L
34.9%

-




Sebaran Pegawai Berdasarkan Jumlah Unit Kerja

Ttwil 11

26,.6'

Tata Usaha Ittama

Tewil I

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/5967/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Persetujuan Kebutuhan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperoleh
persetujuan atas rincian kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Bawaslu. Salah satu
jabatan fungsional yang memperoleh persetujuan tersebut adalah Jabatan Fungsional
Auditor, dengan rincian sebagai berikut:

Persetujuan JFA

Kebutuhan JFA  Existing Gap

Jenjang Jabatan

:Ahli Madya




Masih terdapat gap jumlah JFA sebanyak 61 orang,
terhadap gap tersebut akan dilakukan pengusulan
pemenuhan kebutuhan formasi JFA ke Biro SDM dan

Umum. Kemudian, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan
peningkatan kompetensi secara berkelanjutan pada SDM r
APIP, rincian sebagaimana lampiran 2. Meskipun telah ‘
dilakukan peningkatan kompetensi, belum seluruh auditor
memperoleh jumlah Jam Pelatihan (JP) minimal 20 JP per

tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan
pengembangan kompetensi auditor secara merata masih l
memerlukan penguatan perencanaan dan pengelolaan

pelatihan agar selaras dengan kebutuhan jabatan dan
standar kompetensi yang ditetapkan.

e
E. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama didukung oleh sumber daya
berupa sarana dan prasarana yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 550
unit. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran dan
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, rincian sebagai berikut:

[\ [o) Kode Barang Jenis Barang Jumlah Unit Kondisi




Jenis Barang

Jumlah Unit

Kondisi

3050201016

151 3050201019

221 3050206007

: 231 3050206008 :Sound System

241 3050206016 :iMic Conference

i 13 Baikdan 5 i
: Rusak Ringan :

38 3100204023 EWireIess Access Point

Total
Sumber data: Data BMN Inspektorat Utama tahun 2025

11



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 11 dijelaskan bahwa perwujudan APIP
yang efektif sekurang-kurangnya mampu:
1.memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2.memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3.memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 dijelaskan bahwa APIP Kementerian
Negara/Lembaga melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga. Penjelasan pada dua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
Inspektorat Utama Bawaslu memiliki peran strategis dalam pengawasan serta
mengedepankan pencegahan sebagai langkah peringatan dini (early warning system)
terhadap terjadinya penyimpangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu.

Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 30/PW.09/K1/02/2025 tanggal 19 Februari 2025
tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Bawaslu Tahun 2025, isu strategis
pengawasan intern terkait dengan Kegiatan Prioritas Nasional Bawaslu Tahun 2025 sampai
dengan 2029 yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Penguatan Pendidikan Penguatan dan Integrasi Pengawasan
Pengawasan Pemilu Sistem Informasi Pendataan DPT
Partisipatif Pengawasan Pemilu Berkelanjutan




Penguatan Pendidikan Penguatan dan Integrasi
Pengawasan Pemilu Sistem Informasi
Partisipatif Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pendataan
DPT Berkelanjutan

Permasalahan terkait DPT
merupakan isu yang terus
muncul dalam setiap
penyelenggaraan Pemilu.
Pelaksanaan kegiatan ini dalam
jangka panjang diharapkan
dapat berdampak pada
tercapainya akurasi data
pemilih, keadilan, dan
kredibilitas Pemilu, yang
merupakan esensi dari
penyelenggaraan Pemilu itu
sendiri, serta memastikan
kepastian partisipasi seluruh
warga negara dan mengurangi
potensi kecurangan. Oleh
karena itu, penting untuk
memastikan bahwa pendataan
DPT dilakukan pemutakhiran
berkelanjutan sebelum Pemilu
dilaksanakan.

Peningkatan kualitas sistem
informasi pengawasan Pemilu
akan dilakukan secara paralel
dengan peningkatan kapasitas

SDM pengembang sistem
informasi pengawasan Pemilu.

dalam berkontribusi dan Kedua hal ini bertujuan untuk
berpartisipasi dalam Pemilu. memastikan keandalan sistem

Pendidikan pengawasan aplikasi penyelenggaraan Pemilu
Pemilu ini diharapkan dapat agar keamanan data terkait

meningkatkan kualitas penanganan sengketa dan
Pemilu agar bersifat inklusif, pelanggaran Pemilu dapat terjaga

adil, dan representatif secara CEMEEN 221, SO mema§t|kan
; bahwa SDM yang berkaitan
berkelanjutan.

langsung dengan aspek teknis
tersebut memiliki kemampuan
yang komprehensif.

Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan
seluruh lapisan masyarakat

H. Fokus, Tema, dan Strategi Pengawasan

Fokus dan strategi pengawasan pada Tahun 2025 merujuk pada Prioritas Nasional dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Bawaslu, yang
kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 untuk mencapai
target indikator kinerja Inspektorat Utama. Sebagai "Trusted Advisor", APIP Bawaslu tidak
hanya berfungsi sebagai pengawas yang melakukan audit, evaluasi, dan pengawasan
administratif. Lebih dari itu, APIP harus menjadi mitra strategis bagi pimpinan dan jajaran
Bawaslu dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan berbasis bukti yang objekiif,
dan membantu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dibentuklah lima fokus pengawasan Inspektorat
Utama pada Tahun 2025 sebagai berikut:

13



Fokus Pengawasan Keuangan dan Kinerja Bawaslu:
Audit Operasional, Audit Kinerja, dan Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan APBN serta
Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan.

Fokus Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja, Rencana Kerja dan
Anggaran, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, serta Aspek Terkait Lainnya.

Fokus Layanan Permintaan Manajemen.

Terhadap lima fokus pengawasan Inspektorat Utama di Tahun 2025 karena adanya
penurunan anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan sehingga merubah
metode penugasan menjadi gabungan antara metode pengawasan jarak jauh dan metode
pengawasan langsung di lapangan. Fokus pengawasan tersebut diturunkan menjadi Tema
Pengawasan dan Strategi Pengawasan, sebagai berikut:

Tema Pengawasan

Strategi Pengawasan

iFokus 1.
iKeuangan

:Bawaslu: Audit Operasional,
§Audit Kinerja, dan Audit Tujuan

dan

i Tertentu
{APBN
i Pertanggungjawaban
i Hibah Pemilihan

atas

Pengawasan
Kinerja i

Pengelolaan §
serta:
Dana:

Pengawasan Keuangan dani
dalam
: Mendukung Prioritas Nasional, :
senai
Dana‘
Hibah Pemilihan dan Hibah§

Kinerja Bawaslu

Pengelolaan  APBN,
Pertanggungjawaban

Non Pemilihan.

Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu
termasuk Audit SPBE Bawaslu. :

iFokus 2: Fokus Pengawasan i
iTerhadap Laporan Keuangan i
idan Kinerja, Rencana Kerjai
Barang Milik

Pengadaan:
Aspeki

idan Anggaran,
:Negara,
Barang/Jasa,

i Terkait Lainnya

serta

Meningkatkan
Keuangan dan
Barang Milik Negara,
Pengadaan Barang/Jasa

Akuntabilitas }
Kinerja, i
Perencanaan Anggaran dani
serta }

Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja,§
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, Reviu Rencana§
Kebutuhan Barang Milik Negara, Reviu Pengadaan§
Barang/Jasa, Reviu Lainnya. :




Tema Pengawasan Strategi Pengawasan

§Fokus 3: Fokus PengawasaniMeningkatkan PengungkitiMonitoring Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona
{intern  untuk  Pengungkit i Reformasi Birokrasi !Integritas  Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Evaluasit
i Penguatan Reformasi Birokrasi § i Akuntabilitas ~ Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
: 2 : Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil:
Negara (LHKAN), Monitoring SPAN Lapor,
: Whistleblowing ~ system,  Benturan  Kepentingan, §
§Gratifikasi dan Pengaduan Lainnya, Monitoring Survei§
: Penilaian Integritas (e-SPI), Monitoring Strategi Nasional :
éPencegahan Korupsi (StranasPK), Monitoring capaian
iPBJ P3DN, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, :
i Konsultasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
iSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
:Konsultasi Manajemen Risiko Pengawasan Lainnya:
i sesuai kebutuhan. ]

iFokus 4: Tindak Lanjuti Memastikan tercapainya  Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, i
i Rekomendasi Hasil efektivitas dan nilai tambahiserta APIP. Penyusunan Kebijakan tindak lanjut hasil
i Pengawasan i rekomendasi ipengawasan APIP dan pengelompokan status tindak
: : hasilpemeriksaan Badan: lanjut. :

i Pemeriksa Keuangan (BPK),:
iBadan Pemeriksa Keuangani
:dan Pembangunan (BPKP),:
iserta APIP :

§Fokus 5: Fokus Layanan AtasiLayanan atas permintaaniPeningkatan kapasitas SDM, Laporan Ikhtisari
i Permintaan Manajemen i manajemen iPengawasan, Laporan Kinerja, Penilaian Mandirit
: : iKapabilitas APIP, Penilaian Mandiri SPIP Inspektorat,
:Telaah Sejawat, Telaah kasus dan permasalahan,:
§Pengembangan dan implementasi SIMWAS APIP,:
i Permintaan layanan manajemen lainnya. :

I. Produk Layanan Pengawasan Internal

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Utama telah merumuskan dan menetapkan sebanyak
18 kebijakan internal pengawasan intern yang dituangkan dalam bentuk produk hukum
sebagaimana terlampir dalam lampiran 3. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk
memenuhi standar pengawasan intern serta sebagai bagian dari evaluasi, perbaikan, dan
penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

ghlhiliiggg
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Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun
2025 telah dilaksanakan dengan berpedoman pada kode etik dan standar pengawasan
intern yang berlaku. Seluruh kegiatan pengawasan diselenggarakan dengan menjunjung
tinggi prinsip integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan kompetensi sebagai
nilai dasar APIP.

Dalam penerapannya, Inspektorat Utama telah menerapkan standar pengawasan intern
secara konsisten pada setiap tahapan penugasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Mekanisme pengendalian
mutu dan reviu berjenjang diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan
memenuhi standar profesional, berbasis risiko, serta memberikan keyakinan yang memadai
dan nilai tambah bagi organisasi.

Selain itu, Inspektorat Utama memastikan bahwa seluruh auditor dan pengawas internal
mematuhi ketentuan kode etik APIP dan standar profesi yang berlaku, termasuk
pengelolaan konflik kepentingan, pemeliharaan independensi, serta peningkatan kompetensi
berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan intern Tahun 2025 dinilai telah
selaras dengan kode etik dan standar yang berlaku serta mendukung penguatan
akuntabilitas, tata kelola, dan kepercayaan terhadap fungsi pengawasan intern di lingkungan
Bawaslu.

Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Inspektorat Utama Bawaslu pada tahun 2025
yang diukur dan dinilai berdasarkan perjanjian kinerja Inspektur Utama. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi keunggulan dan
kelemahan dalam pencapaian kinerja, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat
pencapaian target sebagai pertimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.




Laporan kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama tahun 2025 terdiri dari 4 (empat
bab sebagaimana tersaji berikut:

1.Bab | Pendahuluan, memuat uraian latar belakang, kedudukan, tujuan, tugas dan fungsi,
wewenang, tanggung jawab, struktur organisasi, komposisi SDM, sarana prasarana,
peran dan isu-isu strategis pengawasan internal, fokus, tema, dan strategi pengawasan,
produk layanan, kesesuaian dengan kode etik dan standar, serta sistematika laporan.

2.Bab Il Perencanaan Kinerja, memuat rencana dan target kinerja sebagaimana
tercantum dalam RPJMN tahun 2025 s.d. 2029, Renstra Bawaslu tahun 2025 s.d. 2029,
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama tahun 2025, dan Pagu
Alokasi Anggaran.

3.Bab Il Akuntabilitas Kinerja, memuat analisis dan evaluasi atas pencapaian target
kinerja sebagaimana Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan analisis atas kinerja anggaran.

4.Bab IV Penutup, memuat kesimpulan, tantangan, dan upaya perbaikan pada tahun
berikutnya.




PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN
KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA



BAB li

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA

A. RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029

S Em=———— 1
i 1.Sasaran Pembangunan Tahun 2025 s.d. 2029 E
B o o o e e o o

Penyelenggaraan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 berpedoman pada Asta Cita
Presiden yang memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan strategis
pemerintah. Dalam kerangka tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
mengampu Prioritas Nasional ke-1, yaitu Memperkokoh ldeologi Pancasila, Demokrasi, dan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prioritas Nasional ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan”.

Sasaran dan Baseline Target Target

Indikator 2024 2025 2029 Arah Kebijakan

(1) (2) ) 4 ®)

! Prioritas Nasional ke-1
i Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

ESasaran :
i Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak
i asasi manusia ]

iIndikator: i 7951 i 81,69- i 83,42- iPenguatan lembaga demokrasi, Penguatan kesetaraan masyarakat

i Indeks i 8523 i 86,96 :sipilArah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas
iDemokrasi i iorganisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga'
i Indonesia ipelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan:
: (IDI) : : : :proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai:
i : : : imelalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b):

i penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.
i Prioritas Nasional ke-7 :
§Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,§
i Narkoba, Judi, dan Penyelundupan ;

i Sasaran:
i Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

iIndikator: { 62,83 i 63,00- i 71,00- iReformasi politk dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a)i

i Indeks i 64,99 i 72,99 imewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang
i Integritas i dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan
i Partai Politik  politik; (b) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan

:berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen:
i penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan i
§hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan§
§Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat,§
:yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam:
§pemi|u dan (2) pelayanan identitas Kependudukan Digital bagi§
Ependuduk waijib Kartu Tanda Penduduk. ]

Sumber: Rlngkasan RPJMN 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas, 2024
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Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, Bawaslu berperan pada 2 (dua) Program
Prioritas (PP) yaitu Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP)
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat
Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor
Politik, penjelasan pada tabel berikut:

Prioritas

. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Nasional ke-1

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

§Program EPenguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan§
! Prioritas -3 : Penyelenggara Pemilu. ]
i Indikator i Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah§
: Kegiatan : dimengerti, dan akuntabel. :
i Prioritas (IKP)

Baseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0% 0% 0% 90% 95% 100

§Program Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Keglatan Prioritas (KP) Penguatan§
i Prioritas -4 i Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik. ]
i Indikator i Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu
: Kegiatan : partisipatif.
i Prioritas (IKP)

Baseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029

900 orang 16.590 orang 19.355 orang 22.120 orang 24.885 orang 27.650 orang

Kemudian, dalam rangka mendukung Prioritas Nasional ke-7, Bawaslu berperan pada 1
(satu) Program Prioritas (PP) yaitu Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan 2 (dua)
Kegiatan Prioritas yaitu Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu (IKP3) dan
Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu (IKP 4), penjelasan pada tabel berikut:

e —
m scueoue DG

= 5 D 1“1
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Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan

TS O EICTE UL CHY dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Indikator Indeks Integritas Partai Politik

§Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas, dengan
: Kegiatan Prioritas Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu (IKP3) dan:
i Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu (IKP 4) ]

§Indikator ingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses§

i Program Prioritas -1

{ Prioritas (IKP3) : Pemilu.

.......... Baselme2024
76,96

{ Indikator Kegiatan i Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

i Prioritas (IKP4) :

Baseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029
................... -80%85%90%92%95%
D e s T 'I
I 1.Visi dan Misi :

L e e e e e e e e e e e -

Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu
melalui Pencegahan, Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
VISI Proses Pemilu yang profesional, akuntabel
dan berkeadilan.

Kolaborasi Memperkokoh
Demokrasi Substansial
melalui Pengawasan

Pemilu yang Berintegritas
dalam rangka Mewujudkan
Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas

Membangun tata kelola birokrasi yang bersih
dan prima dalam menunjang kualitas
Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.




Penjelasan Visi:

Demokrasi substansial ditandai oleh terselenggaranya proses pengisian jabatan publik, baitk
di tingkat pusat maupun daerah, yang berlangsung secara kompetitif, jujur, dan adil. Upaya
memperkokoh demokrasi substansial merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen
bangsa melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan antar-lembaga negara.
Dalam kerangka tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas
pemilu yang bertugas memastikan proses dan prosedur pemilu berjalan sesuai prinsip
demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan pelanggaran, serta
penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pelaksanaan tugas tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan pemilu yang
berintegritas, yang mencakup integritas kelembagaan, integritas proses, dan integritas hasil
pemilu. Integritas kelembagaan mencerminkan profesionalisme dan akuntabilitas pengawas
pemilu, integritas proses menjamin perlindungan hak pilih, keadilan pemilu, serta
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, sedangkan integritas hasil memastikan
kemurnian suara pemilih. Pengawasan pemilu yang berintegritas menjadi prasyarat penting
dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial sebagai fondasi pencapaian visi
Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029, tidak terdapat penetapan target pada
Indikator Tujuan di tahun 2025 karena tahun tersebut merupakan masa transisi pergantian
Presiden dan Wakil Presiden sehingga hanya menetapkan target kinerja pada periode tahun
2026 s.d. 2029

Target Tahunan

2025 2026 2027 2028 2029

i Meningkatkan  kualitas i Meningkatnya {Tingkat  Kepercayaani - i 78 i 80 i 82 i 85
{Pengawasan  Pemilukualitas {Masyarakat  terhadap : i : :
imelalui  Pencegahan, i Pencegahan, : Pengawasan :

: Penanganan : Penindakan : Penyelenggaraan

i Pelanggaran dan i Pelanggaran, dan:Pemilu

i Penyelesaian Sengketa i Penyelesaian
iProses Pemilu yang:Sengketa Proses:
:profesional, akuntabel : Pemilu :
i dan berkeadilan :
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Target Tahunan
Indikator Tujuan

2026 2027 2028
(1) () @)

{Memperkuat kemitraan i Menguatnya i Tingkat partisipasi §
iPengawasan  Pemilu peranan i masyarakat dalam
:dengan masyarakat : masyarakat  sipil : pengawasan :
Esipil dan pemangkuidalam ipenyelenggaraan Pemilui
i kepentingan dalam { Pengawasan d-rene e oo TS S S S
i menghadirkan  Pemilu Pemilu partisipatif ; Tingkat kepuasan: - : 78 : 80
iyang partisipatif, jujuriserta pemangku:layanan akreditasi : : :
i dan adil i kepentingan i pemantau Pemilu
: idalam i (responden: masyarakat/
imewujudkan ~ organisasi yang:
§Pemi|u yang jujurémendaftar menjadig
 dan adil i pemantau pemilu)
i Tingkat kolaborasii - i 78 i 80 i 82 i 85
ipemangku kepentingani : : : :
idalam pengawasan
penyelenggaraan
: Pemilu. (responden: :
{instansi pemerintah, K/L }
{Membangun tata kelola: Terbangunnya  iIndeks Reformasii - §{ 82 i 83 i 84 i 85
ibirokrasi yang bersih i birokrasi i Birokrasi - - - : :
idan  prima  dalamipengawas pemilu
i menunjang kualitas § yang kredibel, :

: Pengawasan Pemiluicepat, dan tepat,:
idan pelayanan publik  idalam menunjang
E i pengawasan
i pemilu dan
:pelayanan publik:
iyang berkualitas  }

I o = ——— 1
i 3.Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis i
L e o o o o e e o o o o o o o o o o B o o o -

Terdapat perbedaan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis antara tahun 2025
dengan periode tahun 2026-2029. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi tahun 2025
yang merupakan masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden, sehingga
penetapan sasaran strategis, indikator, dan target dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bawaslu tahun 2025 masih mengacu pada kebijakan dan kerangka perencanaan tahun
2024. Hal ini terjadi karena proses pembahasan dan penetapan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) periode 2025-2029 masih berlangsung pada saat
penyusunan perencanaan tahun 2025. Berikut ini target kinerja tahun 2025 atas sasaran
dan indikator sasaran strategis sebagaimana Renstra Bawaslu.

gbibiiiigg
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Indikator Sasaran Baseline

Sasaran Strategis Strategis 2024

Target 2025 Satuan Keterangan

{Meningkatnya ketepatan danilndeks Demokrasi: Nilai } Target Sesuai di RPJMN
i kesesuaian kegiatan i Indonesia (Variabel } - :
ipencegahan dan pengawasan iKebebasan) :
ipemilu, serta peran serta:
masyarakat dalam pengawasan

{ pemilu partisipatif :

i Meningkatnya kualitas { Indeks Demokrasii 7545 i 7545 i Nilai { Hasil BPS - Target

i penindakan pelanggaran i Indonesia (Variabel } i Kinerja Sesuai RPJMN
ipemilu  dan penyelesaian : Kapasitas Lembaga: : : :

i sengketa proses pemilu i Demokrasi) -

i Terwujudnya Kajian dan Produk: Indeks Kepatuhani  Tinggi :  Tinggi @ Predlk Dilakukan oleh Pihak ke- :
{Hukum serta Layanan Bantuan idalam Penyusunan i i at { 3.Indeks Kepuasan
i Hukum yang Berkualitas i Produk Hukum { Masyarakat sesuai i
: : o : o : dengan Permenpan RB

{ Nomor 14 Tahun 2017 -
: Dibagian Organisasi &
Fasilitasi RB

i Terbangunnya sistem teknologi i Kualifikasi ! Informatif i Informatif i Predlk Berdasarkan hasil
linformasi  yang terintegrasi,  keterbukaan { at i perhitungan Peraturan
iefektif, ~ transparan,  daniinformasipublik i i Komisi Informasi Nomor i
i aksesibel i 5 Tahun 2016 tentang
: : : : : Metode dan Teknik
Keterbukaan Informasi
Publik
{Meningkatnya Kualitas SDM: Nilai Reformasi 82 82 ! Nilai { Hasil Evaluasi RB dari
idan Tata Kelola OrganisasiiBirokrasi i Kementerian PAN RB
iyang Profesional dan Sesuai : : : :
:dengan Prinsip Tata:

Pemerintahan yang Baik,
i Bersih dan Modern :

Berikut ini target kinerja tahun 2026 s.d. 2029 atas sasaran dan indikator sasaran strategis
sebagaimana Renstra Bawaslu:

Target Tahun 2026-2029

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis

2026 2027 2028 2029

i Peningkatan efektivitas daniTingkat kepuasan masyarakat terhadap 78 i 80 i 8 i 85
itransparansi  Pencegahan, i keberhasilan pencegahan pelanggaran dan : : :
i Penindakan Pelanggaran, i sengketa proses Pemilu. H : : H :
JdahmRE el alaIES CNGKE lals e R T S S E .............. R I I
: Proses Pemilu ETlngkat kepuasan  masyarakat terhadap_ 0 75 77 + 80 :
: i layanan penanganan pelanggaran Pemilu. : : : :

§T|ngkat kepuasan  masyarakat terhadap 0 77+ 80 : 83

ilayanan penyelesaian sengketa proses pemilu : : :

i (PN7-PP1- KP3). :

24




Sasaran Strategis

dant
istrategi Pengawasan Pemilu
i partisipatif serta pemangku i
i kepentingan yang kolaboratif {

{Penguatan  program

i dan implementatif

i{Penguatan kinerja birokrasi:
Epengawas pemilu yang andal§

idan akuntabel dalam

i menunjang

Target Tahun 2026-2029
Indikator Sasaran Strategis

2026 2027 2028 2029

Persentase program/kebijakan
Pemilu Partisipatif yang adaptif.

Pengawasan:

Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi§
: yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan :
i Peraturan Perundang-undangan :

pengawasan :

Epemilu dan pelayanan puinkE

i yang berkualitas

{Penguatan kinerja birokrasi:
i pengawas pemilu yang andal
dalam
pengawasan
ipemilu dan pelayanan publik

idan akuntabel
i menunjang

i yang berkualitas

iPersentase kerja sama dengan pemangkui 70% 75% 78% 80%
ikepentingan yang diimplementasikan dalam
i bentuk kegiatan bersama. :
Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber§ 70% 75% 78% 80%
Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan§
i Kesekretariatan :
Persentase Peningkatan Kompetensi Sumberi 5% 7% 10% 15%
Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan:
Kesekretariatan :
Persentase peningkatan kajian ilmiah dalami 5% 7% 10% 15%
: mendukung kualitas Pengawasan:
i penyelenggaraan Pemilu :
Nilai Indeks Sistem Merit 265 280 295 300
Nilai Indeks BerAKHLAK 78 80 83 85

Berikut ini target kinerja tahun 2026 s.d. 2029 atas sasaran dan indikator sasaran strategis
sebagaimana Renstra Bawaslu:

Sasaran Strategis

{Penguatan kinerja birokrasi
ipengawas pemilu yang andal
idan akuntabel dalam
: menunjang pengawasan
Epemilu dan pelayanan publik
i yang berkualitas

Target Tahun 2026-2029
Indikator Sasaran Strategis

2026 2027 2028

! Nilai Indeks Reformasi Hukum

Opini BPK WTP WTP WTP

N|| a| | nde kspenge| 0|aan Aset ........................ 380 ..... 3 ,85 .......... 3,90 .......... 3 95 ......
N||a||ndek3TataKe|o|aPengadaan9550 ........ 9 6009650 ........ g 700 .....
N||a||ndeks ....... Perencanaandan91 ............. 9293 ............ 94 .......

i Pembangunan Nasional
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Target Tahun 2026-2029
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis
2027 2028

i Nilai Capaian
i RPJMN/RKP
iTingkat Maturitas Sistem Pengendaliani 3,50
i Pemerintah (SPIP) :

Proyek 100% 100%

Prioritas §

4,00 4,20

§Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR

i Nilai Survei Penilaian Integritas KPK

iPersentase Tindak Lanjut Rekomendasii 82% i 85% i 88% : 90%
i temuan/laporan BPK - : : :

i Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

VISI

Menjadi Unit Pengawasan Intern
yang independen, profesional,
dan berintegritas untuk

Meningkatkan kualitas pengawasan kinerja dan
MISI keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, dengan mewujudkan unit
kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani.

meningkatkan kepercayaan
publik terhadap kinerja Badan
Pengawas Pemilihan Umum

Peningkatan layanan dukungan manajemen dan
dukungan teknis.




Sejalan dengan arah pembangunan dan langkah strategis yang dirumuskan dalam Visi dan
Misi Bawaslu, penyelenggaraan pengawasan intern perlu dilaksanakan secara optimal.
Pengawasan intern yang efektif merupakan pengawasan yang dilakukan secara internal
melalui pendekatan yang terencana, terstruktur, dan sistematis untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa seluruh kegiatan lembaga dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Melalui pelaksanaan pengawasan intern yang terstruktur dan
sistematis tersebut, diharapkan potensi permasalahan atau penyimpangan dapat
diidentifikasi sejak dini, rekomendasi perbaikan dapat disusun secara tepat, serta
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat terjaga, sehingga Bawaslu mampu
melakukan mitigasi risiko secara cepat dan mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan
anggaran dan efektivitas kinerja.

a. IKU Renstra

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program vyang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan. Di dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran, program, dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen
bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. IKU dan Target IKU Inspektorat
Utama Tahun 2025 s.d. 2029 dalam Perbawaslu Nomor 3 tahun 2025 tentang Renstra
Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029, sebagaimana tabel berikut.

Sasaran Program (SPro) / Indikator
Program/ Kinerja Program (IKP) / Sasaran Target
Kegiatan Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja 2025

Satuan Formula

Kegiatan (IKK)

i Sasaran Menlngkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan PrlnS|p
! Strategis ke-5 Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern

Indikator :N|Ia| Evaluasi Reformasi Birokrasi 82 Nilai Hasil Evaluasi RB dari Kementerian
i Sasaran PAN RB
{ Strategis : : : :




Sasaran Program (SPro) / Indikator
Program/ Kinerja Program (IKP) / Sasaran Target
Kegiatan Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja 2025
Kegiatan (IKK)

(1) (2) (3) (4)

Program :
: Dukungan
i Manajemen

{IKP: E.4 Persentase pelaksanaani 100 i % i Jumlah kegiatan pengawasan internal :

Satuan Formula

i pengawasan internal terhadap kinerja dan i yang telah dilaksanakan : kegiatan
ikeuangan melalui audit, reviu, evaluasi,; pengawasan internal yang
:pemantauan, dan kegiatan pengawasan: : : direncanakan x 100%

§Iainnya
{IKP: EJ5 Persentase penyusunani 100 i % i Jumlah kebijakan teknis pengawasan
i kebijakan teknis pengawasan internal ! internal yang disusun dan ditetapkan : i
: : : i Jumlah kebijakan teknis pengawasan :
internal yang direncanakan x 100% :

{IKP: E.6 Persentase tercapainya indikatori 100 i % i Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi
§reformasi birokrasi inspektorat utama Inspektorat Utama yang tercapai :
: : : Jumlah seluruh indikator Reformasi
Birokrasi Inspektorat Utama yang
ditetapkan x 100%

{Kegiatan:  4.iSKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Bawaslu serta'
§Dukungan Epeningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di§
iManajemen  :Bawaslu :
: Inspektorat
{Utama
{IKK 4.1. Nilai evaluasi SAKIP i 75 i Nilai { Nilai Evaluasi AKIP oleh Kementerian :
: : : : PAN RB ]
{IKK 4.2. Indeks Kepuasan Masyarakati 3,80 : Indeks i Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
i layanan pengawasan internal i sesuai dengan Permenpan RB Nomor i
: : : : 14 Tahun 2017 :

§IKK 4.3. Persentase jumlah kegiatani 100 persen Jumlah kegiatan pengendalian internal :

i pengendalian internal dalam rangka tatai : i dalam rangka tata kelola pemerintahan ;
i kelola pemerintahan yang baik dan bersih i yang baik dan bersih guna mendukung i
iguna mendukung pengawasan i pengawasan penyelenggaraan pemilu :
gpenyelenggaraan pemilu dibagi jumlah kegiatan yang

direncanakan x 100%

28




b. IKU Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yan
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
diwujudkan komitmen penerima amanah yang disepakati penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja
yang diperjanjikan dapat mewujudkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya
sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan Kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 97/PR.00.02/SJ/02/2026 tanggal 9 Februari
2026 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029, yang terdiri atas 9
(sembilan) IKU level program dan 8 (delapan) IKU level kegiatan telah dijabarkan ke dalam
Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektur Utama Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Inspektur
Wilayah I, Il, dan Ill. Guna memastikan keterpaduan dan keselarasan antara sasaran
kinerja, program, dan kegiatan pengawasan intern, dilakukan penambahan IKU dalam
Perjanjian Kinerja tersebut. Penetapan IKU ini dimaksudkan agar seluruh pelaksanaan
tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama dapat diukur secara lebih jelas,
tajam, dan akuntabel, sehingga seluruh kinerja yang dilaksanakan tercermin secara utuh
dan dapat dievaluasi dalam sistem akuntabilitas kinerja organisasi.

Perjanjian kinerja Inspektur Utama Tahun 2025 yang ditandatangani Inspektur Utama
(pihak pertama) dan Sekretaris Jenderal Bawaslu (pihak kedua) mendukung misi ke-3
Bawaslu yaitu “Membangun Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Prima dalam Menunjang
Kualitas Pengawasan Pemilu dan Pelayanan Publik”. Selama tahun 2025 Perkin tersebut
mengalami 4 (empat) kali perubahan, penjelasan sebagai berikut:




Perjanjian Kinerja ke-1 (2 Januari 2025)

10.358.325.000

iTerwujudnya Tata KelolaiPersentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan i
iBawaslu yang Dbersih, Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui}
i efisien dan efektif i Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan i

: i Pengawasan Lainnya :

§Persentase Penyusunan  Kebijakan Teknis§ 100%

i Pengawasan Internal -

iPersentase Tercapainya Indikator Reformasi 100%
i Birokrasi Inspektorat Utama E

Perjanjian Kinerja Inspektur Utama mengalami perubahan pada tanggal 21 Februari 2025
yang disebabkan karena adanya pengurangan anggaran Inspektorat Utama dampak dari
kebijakan efisiensi belanja pemerintah, menjadi sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja ke-2 (21 Februari 2025)

i Terwujudnya Tata KelolaiPersentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan i 100% i 1.393.783.000
iBawaslu yang bersih,iInternal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui; :

: efisien dan efektif : Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan:

3 Pengawasan Lainnya :

{Persentase  Penyusunan  Kebijakan  Teknis 100%
i Pengawasan Internal -

EPersentase Tercapainya Indikator Reformasi§ 100%
i Birokrasi Inspektorat Utama :

b. IKU Perjanjian Kinerja

Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2025 dilakukan perubahan kembali yang disebabkan
karena adanya penambahan anggaran dampak dari kebijakan relaksasi anggaran, menjadi
sebagai berikut:




Perjanjian Kinerja ke-3 (10 Juli 2025)

(1) (2)

§Terwujudnya Tata KeIoIaEPersentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan§
§Bawas|u yang bersih, Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit,§
: efisien dan efektif :Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan:
3 { Pengawasan Lainnya =

{Persentase ~ Penyusunan  Kebijakan  Teknis: 100%
i Pengawasan Internal :

i Persentase Tercapainya Indikator Reformasi Birokrasi } 100%
i Inspektorat Utama :

Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2025 dilakukan perubahan kembali yang
disebabkan karena adanya pergantian Sekretaris Jenderal Bawaslu, perubahan anggaran,
dan penajaman indikator kinerja yang sebelumnya hanya terdiri dari 4 IKU menjadi 9 IKU,
sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja ke-4 (6 November 2025)

Misi ke-3 Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang

kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat,

Tujuan ke-3 i dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran Startegis Indikator S. Strategis T;;gzygt Cara Menghitung
§Meningkatnya Kualitas SDM dan : Nilai Reformasi Birokrasi : 82 : Hasil Evaluasi RB dari Kementerian :
:Tata Kelola Organisasi yang: : : PAN RB

iProfesional dan Sesuai dengani
iPrinsip Tata Pemerintahan yang:
gBaik, Bersih dan Modern :

Sasaran program Indikator S. Program 2025 Cara Menghitung
§Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu Persentase Pelaksanaan Kegiatan§ 100% : Jumlah kegiatan pengawasan internal :
i yang bersih, efisien dan efektif {Pengawasan  Internal  terhadap i yang telah dilaksanakan : kegiatan i
: : Kinerja dan Keuangan melalui Audit, : : pengawasan internal yang

iReviu, Evaluasi, Pemantauan dani direncanakan x 100%

EKegiatan Pengawasan Lainnya

i Persentase Penyusunan Kebijakani 100% : Jumlah kebijakan teknis pengawasan i

: Teknis Pengawasan Internal : : internal yang disusun dan ditetapkan : :

: : i Jumlah kebijakan teknis pengawasan i
: internal yang direncanakan x 100%

§Persentase Tercapainya Indikatori 100% : Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi

iReformasi  Birokrasi  Inspektorat i Inspektorat Utama yang tercapai :

: Utama : : Jumlah seluruh indikator Reformasi

: : ! Birokrasi Inspektorat Utama yang
ditetapkan x 100%




Sasaran
program

: Bawaslu

Indeks

Indikator S. Program

ilai  Evaluasi Internal AKIP:

Kepuasan Masyarakat

i layanan pengawasan internal

i Terwujudnya Tatai

iKelola Bawaslu

iyang
i efisien dan efektif

bersih,

Skor Maturitas Hasil Penjaminan
iKualitas atas Penilaian Mandiri
SPIP :

mandiri oleh tim SKM Ittama sesuai dengan Permenpan :

Cara Menghitung

Hasil evaluasi AKIP internal Bawaslu oleh Inspektorat
Wilayah | tahun 2025

Hasil SKM layanan Ittama tahun 2025 yang dinilai secara

RB Nomor 14 Tahun 2017

Indeks Pelayanan Publik

IPP dilakukan atas layanan publik Biro FPPP
berdasarkan Surat Deputi Pelayanan Publik Nomor
B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Hal
Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan
Lembaga Tahun 2025 dengan hasil 3,70 (Baik)

i berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 3 tahun :
2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Hasil Pemantauan
: dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik :
: di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun

2025

Hasil PK atas PM Kapabilitas APIP Tahun 2025 oleh
BPKP

*target pada perjanjian kinerja mengikuti Memorandum Ketua Bawaslu Nomor 10/0T.05/K1/06/2025 tanggal 2
Juni 2025 perihal Matriks Target RB Bawaslu Tahun 2025 dengan penetapan target lebih tinggi dari Renstra
Bawaslu Tahun 2026 sebesar 73,8%.

Untuk dapat mewujudkan target yang diperjanjikan tersebut, kinerja Inspektur Utama
didukung kinerja Inspektur Wilayah 1, 2, dan 3, serta kinerja Kepala Bagian Tata Usaha
Inspektorat Utama dengan perjanjian kinerja (revisi terakhir), sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah per 6 November 2025

Sasaran
Kegiatan

{ Meningkatnya tat
ikelola

: pemerintahan
iyang baik dan
: bersih di
i lingkungan

: Bawaslu

i peningkatan

gperan aktif fungsig
: Inspektorat Utama :
i dalam mendukung i

i pencapaian
program- progra
: di Bawaslu

serta:

Indikator Sasaran Kegiatan

umlah Unit Kerja yang memperoleh§ 5 Unit Kerja

i skor AKIP dengan Predikat BB

Target Tahun
2025

Cara Menghitung

Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Skor AKIP
dengan Predikat BB : Target Unit Kerja yang
memperoleh Skor AKIP predikat BB x 100%

: Persentase
: Pengawasan

Jumlah
Internal
bersih

idan guna

:pengawasan internal di

: Wilayah

umlah Unit Kerja yang Didampingi§
Manajemen :

guntuk Pembangunan
: Risiko dan Zona Integritas

Kegiatan§
dalam rangka:
Tata Kelola Pemerintahan yang baik§
mendukung :
penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Indeks Kepuasan Masyarakat Iayanan§
Unit Kerja$

100% : Realisasi Persentase Jumlah Kegiatan
Pengawasan Internal : Target Persentase Jumlah :
Kegiatan Pengawasan Internal x 100%
3.8 Realisasi SKM Tahun 2025 pada Inspektorat

Wilayah : target SKM Tahun 2025 Inspektorat
Wilayah x 100%

Realisasi Unit Kerja Inspektorat Wilayah yang
didampingi untuk Pembangunan MR dan Z| :
Target Unit Kerja Inspektorat Wilayah untuk

didampingi Pembangunan MR dan ZI x 100%




Sasaran
Kegiatan

Target Tahun

Indikator Sasaran Kegiatan 2025

Cara Menghitung

§Persentase Capaian Pengisian target§ Realisasi Persentase Capaian Pengisian target

Responden SPI KPK Inspektorat§ responden internal dan eksternal SPI KPK pada

: Wilayah : Mitra Kerja Inspektorat Wilayah : Target

: Persentase Capaian Pengisian SPI KPK pada
Mitra Kerja Inspektorat Wilayah x 100%

§Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan§ 3.5 Realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan
gMasyarakat (LAPOR) yang sudah§ : Masyarakat yang telah selesai : Target Tingkat :
: diselesaikan 5 : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang sudah :
: : selesai x 100% :
Persentase = Penyelesaian  Tindak
i Lanjut Rekomendasi Hasil }
: Pengawasan di Unit Kerja Wilayah
:BPK 86% Realisasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut :
....................................................................... ! Rekomendasi Hasil Pengawasan di Inspektorat i
BPKP 65% i Wilayah : Target Persentase Penyelesaian Tindak i
........................................................................ Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan di H
APIP 65% Inspektorat Wilayah x 100%
Nilai Telaah Sejawat Internal 83 Realisasi nilai telaah sejawat internal Inspektorat :

Wilayah : Target nilai telaah sejawat Internal
Inspektorat Wilayah x 100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

Sasaran
Komponen Input

Target Tahun

Indikator S. Komponen Input 2025

Cara Menghitung

4)

ETerIaksananya Persentase dokumen Administrasi 100% Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat
:dukungan  Tata:Bagian Tata usaha (Perencanaan): waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua
EUsaha untukiyang disusun dengan tepat waktui dokumen perencanaan yang menjadi target dikali 100
: kelancaran Tugas : dan sesuai ketentuan : : :
idan (i [ S e T
! Inspektorat : Persentase dokumen Administrasi: 100% : Jumlah Dokumen keuangan yang disusun tepat waktu :
Utama yang Bagian Tata usaha (Keuangan)i dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen
isesuai SOP dan:yang disusun dengan tepat waktu: keuangan yang menjadi target dikali 100
iSesuai dengan dan sesuai ketentuan :

E ketentuan e e e E e e R PP E L] e e T e L E P T
: : Persentase dokumen Administrasi: 100% Jumlah Dokumen kepegawaian dan umum yang

i Bagian Tata

: (Kepegawaiandan Umum)

: sesuai ketentuan

usaha:

yang
idisusun dengan tepat waktu dani

disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi

jumlah semua dokumen kepegawaian dan umum yang

menjadi target dikali 100
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Berdasarkan tujuan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan, pelaksanaan Rencana
Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur agar dapat
menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dalam kurun waktu lima tahun.
Selanjutnya, sasaran tersebut dirumuskan secara tahunan ke dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan diimplementasikan melalui rangkaian program dan kegiatan dengan
target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 282 laporan, rincian
sebagai berikut:
Program/ Kegiatan/
KRO/ Indikator

KRO/RO/
Komponen Input

Target Target
Pengajuan Pengusulan
Awal Baru

Jumlah Output

per Itwil Rincian Output per Itwil

(M () @) (4) )

115.WA. Program Dukungan Manajemen

101. Audit Internal 45 Laporan 28 Laporan 8 Laporan EWiIayah I:
: : : : i 4 Laporan Audit Operasional
: 2 Laporan Audit Kinerja
1 Laporan Audit Tujuan Tertentu
1 Laporan Audit TIK/SPBE
8 Laporan i Wilayah II:
4 Laporan Audit Operasional
: 2 Laporan Audit Kinerja
i 1 Laporan Audit Tujuan Tertentu
1 Laporan Audit TIK/SPBE

12 Laporan EWiIayah 11I:
8 Laporan Audit Operasional
: 2 Laporan Audit Kinerja
1 Laporan Audit Tujuan Tertentu
1 Laporan Audit TIK/SPBE

102. Reviu Kinerja i 99 Laporan : 68 Laporan : 23 Laporan :Wilayah I:

: : : : : 2 Laporan Reviu RKA
i 4 Laporan Reviu LK
: 12 Laporan Reviu LKjIP
1 Laporan Reviu RKBMN
i 4 Laporan Reviu PBJ

20 Laporan Wilayah II:
: 1 Laporan Reviu RKA
i 1 Laporan Reviu LK
: 13 Laporan Reviu LKjIP
i 1 Laporan Reviu RKBMN
§4 Laporan Reviu PBJ

25 Laporan } Wilayah Ill:
: 4 Laporan Reviu PBJ
§2 Laporan Revi LK
§2 Laporan Reviu RKA (Revisi dan 2026)
: 13 Laporan Reviu LKjIP
i 1 Laporan Reviu RKBMN
: 3 Laporan Reviu Tematik
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Program/

Kegiatan/ KRO/ Target Target Jumlah
Indikator Pengajuan Pengusulan Output per Rincian Output per Itwil
KRO/RO/ Awal Baru Itwil

Komponen Input

(M (2 ©) 4

$103. 237  i165 Laporan i i Wilayah I:

: Pemeriksaan, Laporan i 2 : 2 Laporan Ikhtisar Pengawasan
{Pembinaan, dani : i1 Laporan LKjIP

i Pengawasan i 1 Dokumen RR dan RPR

;Internal : 1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

§4 Laporan progress Stranas PK
: 1 Laporan Telaah Sejawat 3
i 3 Laporan monitoring SP4N Lapor, WBS, BP,PP, dan Gratifikasi :
: 4 Laporan Monitoring TL Hasil Pemeriksaan :
13 Laporan Monitoring LHKAN
{12 Laporan Evaluasi AKIP
14 Laporan Monitoring RB dan ZI
§2 Laporan Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP dan
: Penjaminan Kualitas SPIP
§7 Pengawasan lainnya Tematik
1 Laporan Pembinaan Penguatan e-SPI
59 i Wilayah II:
§2 Laporan Ikhtisar Pengawasan ltwil 2
: 2 laporan ikhtisar pengawasan Ittama
i1 Laporan LKIP Itwil 2
: 1 Laporan LK]IP Ittama
1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
: 1 Laporan progress Stranas PK
i 1 Laporan Telaah Sejawat
: 2 Laporan monitoring WBS, BP,PP, dan Gratifikasi
§2 Laporan Monev MR
: 4 Laporan Monitoring TL Hasil Pemeriksaan
§2 Laporan monitoring SP4N Lapor
{13 Laporan Monitoring LHKAN
: 13 Laporan Evaluasi AKIP
§4 Laporan Monitoring RB dan ZI
: 2 Laporan Pendampingan Penilaian SPIP
§7 Pengawasan lainnya Tematik
1 Laporan Pembinaan Penguatan e-SPI

50 { Wilayah IlI:
: 2 Dokumen NSPK
{2 Laporan Ikhtisar Pengawasan
i1 Laporan LKjIP
: 1 Dokumen RR dan RPR
1 Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
14 Laporan progress Stranas PK
1 Laporan Telaah Sejawat
: 1 Laporan monitoring WBS, BP,PP, dan Gratifikasi
12 Laporan Monitoring TL Hasil Pemeriksaan
1 Laporan monitoring SP4N lapor
: 1 Laporan Monitoring LHKAN
i 12 Laporan Evaluasi AKIP
: 1 Laporan Monitoring RB dan ZI :
1 Laporan Pendampingan Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP
: 1 Laporan SA SPIP :
§2 Laporan Pendampingan BPK
6 Pengawasan lainnya Tematik
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Program/ Kegiatan/ KRO/ Target Target Jumlah
Indikator KRO/RO/ Pengajuan Pengusulan  Output per Rincian Output per Itwil
Komponen Input Awal Baru Itwil

(1) () ) 4) (5)

{Koordinasi  data  dani 20 Laporan i 20 Laporan } 20 Laporan :12 Laporan Bulanan e-Monev

i Informasi, rencana program i4 Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan :
idan anggaran, serta: : : : 2 Laporan Kepegawaian dan Umum Semesteran
ievaluasi dan pelaporan i i 1 Perjanjian Kinerja ]
: kinerja, administrasi : : : 1 Laporan Kinerja Inspektorat Utama

i keuangan, administrasi £ E E E

ikepegawaian dan umum
: lingkup Inspektorat Utama

i Indeks Kepuasan Pelayanani 1 Dokumen : 1 Dokumen i 1 Dokumen i1 Laporan Indeks Kepuasan Pelayanan
i pengawasan Internal i pengawasan Internal

Total (IV=I+I+111+1V)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama tidak hanya
menyusun perencanaan kinerja melalui penetapan target dalam Rencana Kerja (Renja),
tetapi juga menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dituangkan dalam
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Target yang ditetapkan dalam PKPT sebesar
488 laporan hasil pengawasan atau lebih tinggi 86,97 persen dibandingkan dengan target
output Renja, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Utama menetapkan sasaran
pengawasan yang lebih responsif terhadap potensi permasalahan. Dengan pendekatan
tersebut, pengawasan intern tidak hanya berfokus pada pemenuhan target perencanaan,
tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak yang lebih nyata dalam penguatan tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Bawaslu.




Program/Kegiatan Ruang Lingkup (Tahun) Target Output (Laporan)

(1) (3)

{ Audit Operasional

i Audit Kinerja

A u d|tspBE ....................................................................................................................................................

{ Audit Dengan Tujuan Tertentu

2025 dan 2026

2024 dan 2025

i Reviu RKA

i Reviu Lainnya

Penyusunan Laporan |khtisar Hasil Pengawasan 2025 dan 2026

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP) 2024 4
Reg|sterR|S|kodanRencanaPenangananR|3|ko .................................... 20252 ....................
Pe n||a| an Mandm K apab| ||t asAPIP ....................................................... 2025 .................................... 4 ....................
Progres StranasPK ........................................................ ................ 2025 ................ ................... 1 3 ...................
Te|aahSeJaWat ............................................................................... 20253 ....................
Mon|tor|ng SP4 NLapor WB SBP PP dan G rat|f IkaSI ............................... 2025 .................................... 11 ....................

{ Monitoring LHKAN

: Evaluasi AKIP : 2025 41

e e A
e e L
e i S
E.I;e.;c}.a.r.’r;;i};.g.a.;.I;’II\./I"éra.s"I;éHi.l.a.i;;;:.Q.,;I.l; ............................... ................ s 3 ....................
.................................................................................................... T

Penilaian Mandiri atas Penilaian SPIP




Program/Kegiatan Ruang Lingkup (Tahun) Target Output (Laporan)

(1)

i Penjaminan Kualitas atas SA SPIP

ngawasan Lainnya Tematik

Dokumen NSPK (Kebijakan Pengawasan Internal dan PKPT) 2025

GRAND TOTAL

Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat
Utama Tahun 2025 sebesar Rp3.707.353.373,00 atau mencapai 99,25 persen dari pagu

anggaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp3.735.435.000,00, rincian
sebagai berikut.

%
Realisasi
Anggaran

Program/Kegiatan/KRO/R Pagu Anggaran Efisiensi Relaksasi Alokasi Pagu Realisasi
O/ Komponen Input Awal Belanja Anggaran Terakhir Anggaran

(1) () 3) (4) () (6) (7)

! Inspektorat Utama i  9.000.000.000} 7.758.831.000} 1.650.483.000} 2.891.652.000: 2.866.518.402} 99,13}

i Bagian Tata Usaha i 1.358.325.000} 1.164.542.000}  650.000.000i 843.783.000 i 840.834.971 99,65

Total Inspektorat Utama 10.358.325.000 8.923.373.000 2.300.483.000 3.735.435.000 3.707.353.373

Inspektorat Utama Bawaslu melaksanakan 1 (satu) Program Dukungan Manajemen
dengan pagu awal tahun 2025 sesuai Renja sebesar Rp10.358.325.000,00 dengan target
282 output. Namun, sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025,
anggaran Inspektorat Utama  mengalami  pengurangan  signifikan  sebesar
Rp8.923.373.000,00 sehingga menjadi Rp1.434.952.000,00 tanpa disertai penyesuaian
target output. Dalam perjalanannya, Inspektorat Utama memperoleh beberapa Kkali
penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan antara lain
pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp450.000.000,00 dan
penambahan anggaran lainnya sebesar Rp1.850.483.000,00 sehingga total pagu anggaran
meningkat menjadi Rp3.735.435.000,00 (Rp10.358.325.000,00 - Rp8.923.373.000,00 +
Rp450.000.000,00 + Rp1.850.483.000,00).
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BAB IlI

AKUNTABILITAS KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabili
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan
Evaluasi Kinerja. Dalam Bab Ill Akuntabilitas Kinerja akan dibandingkan antara target
kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan realisasi kinerja serta
analisisnya pada akhir tahun 2025.

Inspektorat Utama Bawaslu telah melaksanakan penilaian kinerja melalui kegiatan evaluasi
dan pengukuran kinerja, yang hasilnya memberikan gambaran mengenai tingkat
keberhasilan dan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis Inspektorat Utama Bawaslu dilakukan
dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Sedangkan persentase
capaian kinerja dihitung menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik
indikator, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang
semakin baik. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Inspektorat Utama
Bawaslu Tahun 2025 sebagai berikut:

Inspektorat Utama mendukung Sasaran Strategis ke-5 yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM
dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan
yang Baik, Bersih, dan Modern” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa
“Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi bahwa evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan oleh evaluator internal dan
eksternal. Evaluasi Internal dilakukan oleh APIP pada tahap perencanaan RB (ex-ante) dan
tahap pelaksanaan RB (on-going), sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh:

« Evaluator Meso yaitu Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi Koordinator Indikator
RB General, misalnya: Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP, maka Evaluator
Mesonya adalah BPKP. Evaluator Meso bertugas untuk melakukan evaluasi aspek
implementasi kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil evaluasi
kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi RB nasional paling lambat
tanggal 15 November setiap tahun.

« Evaluator Nasional yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) yang bertugas untuk:




1.mengkoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluator
dan Evaluator Meso, meliputi evaluasi atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

2.melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.

3.menetapkan besaran nilai dan predikat Indeks RB berdasarkan informasi hasil dari
evaluator internal, meso, dan nasional.

4.melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan RB kepada Pimpinan K/L yang dievaluasi
berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada tahun 2025, target dan capaian IKSS Bawaslu sebagai berikut:

Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian
Strategis 2025 2025 (%)

Sasaran Strategis

Formula Perhitungan

i Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola : Nilai Evaluasii 82 i NA i NA iNilai Evaluasi
:Organisasi yang Profesional dan Sesuai: Reformasi Birokrasi : : : : Reformasi Birokrasi :
idengan Prinsip tata Pemerintahan yang Baik, } ioleh Kementerian PAN-
i bersih dan Modern. iRB :

Pemenuhan target IKSS “Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi” yang telah dicapai Bawaslu
adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran

Strategis Keterangan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025

I Nilai Evaluasi } Target
i Reformasi Birokrasi :
F : Realisasi

Sampai dengan 5 Februari 2026, Nilai Evaluasi RB Bawaslu belum diterbitkan oleh
Kementerian PAN-RB sehingga belum dapat diukur capaiannya. Inspektorat Utama selaku
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Bawaslu telah melaksanakan peran
assurance dengan melaksanakan evaluasi internal Reformasi Birokrasi guna mendorong
peningkatan kualitas pelaksanaan RB serta perbaikan kinerja dan tata kelola organisasi.
Evaluasi internal tersebut menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang
memuat catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, rincian sebagai
berikut:




Surat Tugas Nomor dan Tanggal La:):;l';rll) Hasil Evaluasi Internal

1 §Surat Tugas Inspektur Utama Nomor§ Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan :
§50.A/PW.03/IU/03/2025 tanggal 24  Maret 2025§ Pengawas Pemilihan Umum Triwulan Il Tahun 2025 Nomor
: Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi: B-29/PW.03/1U/03/2025 tanggal 31 Maret 2025 :

iBadan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan |}
i Tahun 2025 :

2 iSurat Tugas Inspektur Utama Nomor 76/PW.03/1U/07/2025 Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan :
itanggal 4 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi: Pengawas Pemilihan Umum Triwulan Il Tahun 2025 Nomor :
§Interna| Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihani B-97/PW.03/IU/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 ]
i Umum Periode Triwulan Il Tahun 2025 :

3 iSurat Tugas Inspektur Utama Nomor Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan
§142/PW.03/IU/O3/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang§ Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan Il Tahun 2025 :
: Melaksanakan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi: Nomor B-134/PW.03/1U/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 :

iBadan Pengawas Pemilihan Umum Periode Triwulan [l iiuseeeseeissssssnnmesesmissssssnnnssssmmsssssnnssssnssssssssnsssssnensnnes
: dan Ex Ante Tahun 2025 : Hasil Evaluasi Internal ReformasiBirokrasi Badan :
: i Pengawas Pemilihan Umum s.d. Triwulan IIl Ex-Ante 2025 }

Nomor B-29/PW.03/1U/03/2025 tanggal 31 Maret 2025

4 §Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 1/PW.03/IU/O1/2026§ Sampai dengan 30 Januari 2026, hasil evaluasi internal
:tanggal 6 Januari 2026 tentang Melaksanakan Evaluasi: oleh Inspektorat Utama masih dalam proses finalisasi.
i Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan
§Umum s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Berdasarkan hasil evaluasi internal Reformasi Birokrasi pada periode Triwulan Ill dan Ex
Ante Tahun 2025, diketahui skor capaian indikator tahun 2023 dan 2024, dan target tahun
2025 sebagai berikut:

No Indikator Skor 2023* Skor 2024* Target 2025
P @) N R B R I C
e encanaAk5|PembangunanRBGeneraI ................................................... 285 ............. . 633
HT 2 .:I._I;]g.k.agl;n.pie.r;ér;tés.l.R.e]:]c.a.r;a.p:k.SI.éB..G.e.n.e;a.l ............................................ 9.5 ............. -7-:;:56"""""""8.;5"""":
Hoo . PersentasePenyederhanaanStrukturOrganlsaS| ....... 13710000 ............ PP
4ngkatCapauanSlstemKerJauntukPenyederhanaanBwokrasu ....... 080 ....... ? 00 ....... 400
5TlngkatMatuntasS|stemPengendahanInternPemenntah(SPIP) ...................... 293 ............. . 21 .............. 33 ........
6TlngkatKeberhasnanPembangunanZonaIntegrltas ....................................... . 5 ................ coceer S
.... 7 ",:h;a'l'SI'St'e;n'A:;l;n'ta'b'l“'ta's'k";'er']éI'nét;ar']s'l;e'rr;e}lht;;]'(s':o‘kfp')'"""""'é5:9'1""é'6,'8'2'""""7'5""'
Hoo . IndeksPerencanaanPembangunan .......................................................... 877 ............ 898793
HT 9 .E..I._":]g.k.at.in.]r;le.;;].e;]t.aél.ke.b.uéi(a.n.A;S.Itél(.td;.s.ls.te.n;.P.e;r.]e.n.nga.h.ar;.B.e;t.)a.s.ls.i ........ i""""g ........ :........E.........é........:

Elektronik (SPBE) : : :
10TungkatD|g|ta||saS|ArS|p ........................................................................ 8774 ........... 969798 ........
11IndlkatorKlnerjaPelaksanaanAnggaran .............................................. ..... 9051 ..... ..... e 95

i 12 iIndeks Pengelolaan Aset i 323 i 344 i 375
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Indikator Skor 2023* Skor 2024 Target 2025

iTingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (
: Diselesaikan

LAPOR) yang Sudahi

ndeks Kualitas Kebijakan

*Skor Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan yang telah dipublikasikan pada laman
www.portalrb.id.

Sumber data: LHEI Reformasi Birokrasi periode Triwulan Il dan Ex Ante Tahun 2025

Inspektorat Utama mendukung pencapaian Sasaran Strategis ke-5, yaitu “Terwujudnya
Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif’, melalui pelaksanaan Program
Dukungan Manajemen. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kontribusi Inspektorat
Utama terhadap sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien,
dan Efektif’. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja
Program (IKP) yaitu:



http://www.portalrb.id/

Persentase Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan Internal terhadap Kinerja
dan Keuangan melalui Audit, Reviu,
Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan

Pengawasan Lainnya

Nilai evaluasi internal AKIP Bawaslu &-

Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan
Pengawasan Internal

Indeks Pelayanan Publik

|
\

Weaemomomeamaeaaeae oo

Level Kapabilitas APIP

Pada tahun 2025, target dan capaian IKP Inspektorat Utama sebagai berikut:

Sasaran . .. Target Realisasi Capaian
Program Indikator Kinerja Program 2025 2025 (%) Formula

i Terwujudnya : Persentase pelaksanaani 100% i 100% i 100 i Jumlah kegiatan pengawasan internal yang i
: Tata Kelola :pengawasan internal terhadap : : : : telah dilaksanakan : kegiatan pengawasan :
! Bawaslu ikinerja dan keuangan melaluit internal yang direncanakan x 100%

i yang bersih, :audit, reviu, evaluasi, : : :

i efisien dan ipemantauan, dan kegiatan
efektif épengawasan lainnya :

i Persentase penyusunani 100% i 100% i 100 i Jumlah kebijakan teknis yang disusun dan

ditetapkan : Jumlah kebijakan teknis yang

i kebijakan teknis pengawasan
: direncanakan x 100%

tinternal




Sasaran Target Realisasi Capaian

- Indikator Kinerja Program 2025 2025 (%) Formula

i Persentase tercapainya i 95,65% : :  (Persentase Capaian Tingkat kepuasan
:indikator reformasi birokrasi: o c : terhadap layanan LAPOR + Persentase
Einspektorat utama Capaian Indeks SPI + Persentase Capaian :
: : : : tindak lanjut rekomendasi BPK) : Jumlah
Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat
Utama yang ditetapkan x 100%

iNilai Evaluasi Internal AKIP : : : Hasil evaluasi AKIP internal Bawaslu oleh
i Bawaslu i Inspektorat Wilayah | : Target kinerja yang
: : : : : direncanakan x 100%

iIndeks Kepuasan Masyarakat: 3.8 { 381 { 100 i Hasil SKM layanan Inspektorat Utama :

:layanan pengawasan internal : : : : Target kinerja yang direncanakan x 100%

i Skor Maturitas Hasili 33 { 390 { 100 { Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian i
iPenjaminan  Kualitas atasi i Mandiri SPIP Bawaslu : Target kinerja yang i
: Penilaian Mandiri SPIP : : : : direncanakan x 100% :

i Survei Penilaian Integritas ¢ 85 i 7390 i 86,94 :lIndeks SPI Bawaslu oleh KPK : Target kinerja }
: : : : : yang direncanakan x 100% :

i Indeks Pelayanan Publik i 35 i 39 i 100 i Indeks Pelayanan Publik Bawaslu oleh

0 2 0 : Kementerian PAN RB : Target kinerja yang
direncanakan x 100%

i Level kapabilitas APIP i 3 i 237 i 79 i LevelKapabilitas Inspektorat Utama : Target :

: : : : : kinerja yang direncanakan x 100%

Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 1. Persentase
pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

IKP 1 mencerminkan tingkat efektivitas Inspektorat Utama dalam melaksanakan fungsi
pengawasan intern secara menyeluruh dan terencana. Indikator ini digunakan untuk menilai
sejauh mana kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) dan penyesuaiannya dapat direalisasikan sesuai dengan

target.
i Formulasi Perhitungan: i
i Jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan y i
= x100%
i Jumlah kegiatan pengawasan internal yang direncanakan !
1 1
1 1 dok 1
L= omen x 100% = 100% !
I 1 dokumen '
T i e T — — —————————————————————————————————————————————————————— ——— ———— - - - .|




Capaian IKP 1 pada tahun 2025 mencapai 100 persen dengan rea
yang ditetapkan. Capaian ini sejalan dengan kinerja tahun 2024 yang juga
persen, yang menunjukkan konsistensi Inspektorat Utama dalam menjaga
perencanaan dan pelaksanaan PKPT serta kemampuan memenuhi target
pengawasan.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Persentase Target Persentase
9 Realisasi Keterangan

Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Capaian

100% 100% 100% i Tidak menjadi IKP Tahun 2026 }

:s.d. 2029 berdasarkan Renstra:

Uraian Kegiatan Target PKPT Realisasi Km:?(apiKPT dan Non Persentase (%)

: Pemeriksaan, Pembinaan,
! Pengawasan Internal

Total 488 497 100

1. Audit Internal

Pada tahun 2025, terdapat 28 laporan audit internal yang terdiri dari 17 Laporan Hasil
Audit Operasional, 6 (enam) Laporan Audit Kinerja, 2 (dua) Laporan Audit dengan Tujuan
Tertentu, dan 3 (tiga) Laporan Audit TIK/SPBE sebagaimana pada lampiran 4.

2.Reviu Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2025, terdapat 200 reviu kinerja dan keuangan yang terdiri dari: 28 Laporan
Reviu Laporan Keuangan, 38 Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP),
13 Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, 3 (tiga) Laporan Reviu Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN), 64 Laporan Reviu Rencana Kerja Anggaran
(RKA), 16 Reviu Pertanggungjawaban Keuangan, 8 (delapan) Reviu Tunggakan, 2 (dua)
Reviu Pisah Batas, 2 (dua) Reviu Renja, 11 Reviu PSU, dan 15 Laporan Reviu Tematik.
Rincian sebagaimana lampiran 5.

3.Pembinaan Pengawasan Internal

Pada tahun 2025, terdapat 269 laporan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan
internal yang terdiri dari: 2 (dua) Laporan Pendampingan BPK, 6 (enam) Laporan
Monitoring dan Evaluasi WBS, PP, dan BK, 41 Laporan Evaluasi AKIP, 17 Laporan
Monitoring dan Evaluasi RB ZI, 7 (tujuh) Laporan SPIP (Penilaian Mandiri, Penjaminan




Kualitas, dan Pendampingan), 35 Laporan Monitoring TL Hasil Pemeriksaan, 30 Laporan
Monitoring LHKAN, 76 Laporan Pengawasan Lainnya, 8 (delapan) Laporan Ikhtisar Hasil
Pengawasan, 4 (empat) LKjIP, 1 (satu) Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan, 1 (satu)
Dokumen PKPT Iltwil Ill, 2 (dua) Dokumen RR dan RPR, 4 (empat) Laporan Kapabilitas
APIP, 13 Laporan Pemantauan Progres Stranas PK, 3 (tiga) Laporan Telaah Sejawat
Internal, 2 (dua) Laporan Monitoring dan Evaluasi MR, 5 (lima) Laporan Monitoring SP4N-
LAPOR!, 1 (satu) Laporan Evaluasi Lainnya, 2 (dua) Laporan Penguatan eSPI, dan 9
(sembilan) Laporan Pengawasan Non PKPT. Rincian sebagaimana lampiran 6.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam mempertahankan kinerja
pengawasan internal sehingga di tahun 2025, kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan pengawasan lainnya telah mencapai 100 persen, antara lain:
1.Menyusun timeline pelaksanaan penugasan pengawasan internal sebagai dasar
pengendalian waktu dan alokasi sumber daya.
2.Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres capaian target PKPT untuk
memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi penugasan.
3.Melakukan revisi terhadap target PKPT apabila dalam tahun berjalan terdapat realisasi
penugasan yang sebelumnya belum diakomodasi dalam PKPT.
4.Melaksanakan kegiatan audit internal secara hybrid melalui kombinasi metode daring
dan luring untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.
5.Melaksanakan kegiatan pengawasan, antara lain reviu LKjIP, evaluasi AKIP, monitoring
LHKPN dan LHKAN, serta pengawasan tertentu lainnya dengan mekanisme daring.

2 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2. Persentase
) Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern

IKP 2 adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana Inspektorat Utama
berhasil menyusun kebijakan teknis pengawasan intern sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Indikator ini mengukur persentase ketercapaian penyusunan kebijakan teknis pengawasan
intern dalam satu tahun anggaran, baik dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan
dokumen, maupun kesesuaian dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

: Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang disusun dan ditetapkan « 100%
- (o]

o Tdokumen . 100% =100%
1 dokumen

r

|
H i
1 |
1 |
I |
1

|
i Jumlah kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan :
1

|
H i
1 |
1 |
1 |
L |




Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Program (IKP) ke-2 “Perse
penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal” mencapai realisasi sebesar 100 persen,
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh
kebijakan teknis pengawasan internal yang direncanakan pada tahun 2025 telah disusun
dan ditetapkan sebagaimana Keputusan Ketua Nomor 30/PW.09/K1/02/2025 tanggal 19
Februari 2025 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Badan Pengawas Pemilihan
Umum Tahun 2025.

Target IKP 2 pada Tahun 2025 tercapai sebesar 100 persen, sama dengan capaian Tahun
2024 yang juga mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penyusunan
kebijakan teknis pengawasan intern telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai perencanaan
pada kedua tahun tersebut. Konsistensi capaian ini mencerminkan kinerja Inspektorat Utama
yang stabil dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penetapan kebijakan pengawasan
intern.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Persentase Target Persentase

Realisasi Keterangan

Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Capaian

100% i100% i 100% i 100% i 100% i 100% i Tidak menjadi IKP Tahun 2026 i
: : : : : i s.d. 2029 berdasarkan Renstra }

Kebijakan Teknis Pengawasan Intern tersebut menjadi acuan, dasar, dan pedoman bagi
Inspektorat Utama dalam menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Utama Tahun
2025. Penerapan kebijakan teknis pengawasan intern dalam penyusunan PPBR dan
PKPTBR mendorong pelaksanaan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap
dinamika organisasi serta perkembangan risiko strategis yang dihadapi Bawaslu.

Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Tahun 2024 dan Tahun
2025 pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan arah, fokus, dan prioritas
pelaksanaan pengawasan intern. Namun demikian, perbedaan konteks penyelenggaraan
organisasi dan dinamika risiko yang dihadapi pada masing-masing tahun anggaran
menyebabkan adanya perbedaan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.




Tahun 2024 Tahun 2025

Disusun untuk mendukung pengawasan selamaEDisusun untuk memperkuat pengawasan pasca-
: pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan SerentakgPemiIu 2024 dan menyesuaikan dengan kondisi§

iTahun 2024. : organisasi dan anggaran.
Tujuan ;Menjadi pedoman Inspektorat Utama dalam Menijadi pedoman pengawasan untuké
Kebijakan  :melaksanakan pengawasan agar pelaksanaan:meningkatkan kualitas pengendalian intern dan tata:
i Pemilu berjalan tertib dan akuntabel. i kelola Bawaslu secara berkelanjutan. 3
Arah iLebih fokus pada pengamanan tahapan Pemilu Lebih fokus pada perbaikan sistem, tata kelola, dani
Pengawasan :dan Pemilihan. i peningkatan kinerja organisasi. ]

Pendekatan EPengawasan berbasis risiko dengan penekananEPengawasan berbasis risiko dengan penekanani
Pengawasan :pada kepatuhan terhadap ketentuan. i pada pencegahan dan pemberian saran perbaikan :

Fokus Utama :Pengelolaan anggaran Pemilu dan dana hibah:Pengawasan keuangan dan kinerja, penguatan :
i Pemilihan serta kinerja unit kerja selama tahapan i reformasi birokrasi, serta tindak lanjut hasil

i Pemilu. i pengawasan.
Metode : Didominasi pengawasan langsung di lapangan EMenggunakan kombinasi pengawasan Iangsungi
Pelaksanaan i dan jarak jauh untuk efisiensi. :

Hasil Yang ETerjaganya akuntabilitas dan kepatuhan selamaEMeningkatnya akuntabilitas, ~ efektivitas, dan
Diharapkan gpelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. gkualitas tata kelola Bawaslu secara berkelanjutan.
Perbedaan kebijakan teknis pengawasan intern Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan
adanya penyesuaian arah pengawasan yang adaptif dan dinamis, dari pengamanan
tahapan Pemilu dan Pemilihan menuju penguatan sistem pengendalian intern dan tata

kelola Bawaslu pasca-Pemilu yang lebih akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

3 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 3. Persentase Tercapainya
) Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama

IKP 3 digunakan untuk mengukur kontribusi Inspektorat Utama dalam mendukung
pelaksanaan RB di lingkungan Bawaslu. Indikator ini diukur melalui capaian 3 (tiga)
indikator, yaitu Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah
Diselesaikan, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)
sebagaimana tercantum dalam Memorandum Ketua Bawaslu Nomor 10/0T.05/K1/06/2025
tanggal 2 Juni 2025 perihal Matriks Target Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025. Ketiga
indikator tersebut mencerminkan peran Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan
kualitas layanan pengaduan, penguatan integritas, serta akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja Bawaslu.
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(Persentase Capaian Tingkat kepuasan terhadap layanan LAPOR + Persentase

r
1

1

1

1

i

H Capaian Indeks SPI + Persentase Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK)
1 = x 100%
i Jumlah Indikator Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama yang ditetapkan

i
1
1
1
1

100% + 86,94% + 1009
= (100% 94% ) x 100% = 95,64%
3 (tiga) indikator

Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa IKP 3 tercapai sebesar
95,64 persen, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang
mencapai 100 persen. Berikut perbandingan capaian kinerja IKP 3 dengan tahun
sebelumnya.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Persentase Target . . Persentase
. e Realisasi . Keterangan
Capaian Kinerja Capaian

Target Kinerja Realisasi

100% i 100% i 100% i 100% i 9564% i 9564% i Tidak menjadi IKP Tahun i
: : : : : i 2026 s.d. 2029 berdasarkan i
: Renstra :

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh Indeks SPI Bawaslu tahun 2025 yaitu sebelumnya
memperoleh Indeks 77,90 (Waspada) turun menjadi sebesar 73,90 (Waspada). Kondisi
tersebut berdampak langsung terhadap perhitungan capaian kinerja IKP 3 tahun 2025.
Berikut perbandingan realisasi dan capaian 3 (tiga) indikator RB General yang diampu
Inspektorat Utama antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Target ' Realisasi = % Capaian = Target ' Realisasi - % Capaian
2024 {1pZ:} 2024 2025 2025 2025

Indikator

1 iTingkat Tindak Lanjut Pengaduani 3,50 : 367 :{ 100 : 350 : 367 i 100
: Masyarakat (LAPOR) yang Sudah: : : : : :
i Diselesaikan :

indak Lanjut Rekomendasi

i 3 ilndeks SPI

Rata-Rata Capaian 100 95,64




Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR).yang Sudah Diselesaikan

SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) merupakan sistem pengaduan nasional yang
digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan, aspirasi, serta
permintaan informasi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh K/L/P/D. Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan
secara daring, sementara instansi pemerintah wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut
sesuai dengan kewenangan dan batas waktu yang telah ditetapkan

Pengelola operasional aplikasi SP4N-LAPOR! sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
terdiri dari:

Admin Melaksanakan koordinasi pengelolaan pengaduan pada
Nasional tingkat nasional.

melaksanakan koordinasi pengelolaan pengaduan pada

tingkat kementerian/lembaga dan instansi daerah.

melaksanakan koordinasi kepada pejabat penghubung
dalam pendistribusian dan/atau penyelesaian pengaduan
pada internal unit penyelenggara masing-masing yang
ditunjuk dari pegawai di lingkungan satuan kerja
Penyelenggara.

Mengacu ketentuan tersebut, Bawaslu telah membentuk tim pengelola pengaduan
masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
295/PW.04/K1/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Susunan Tim Koordinasi
SP4N-LAPOR! di Lingkungan Bawaslu dan menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan
yang ditetapkan dalam  Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu  Nomor
4812/PW.09/SJ/09/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Standar Pelayanan Pengelolaan
Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.




Capaian indikator “Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang
Diselesaikan” relatif tetap atau stabil antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Hal tersebut
mencerminkan konsistensi kinerja Bawaslu dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat
secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Berikut capaian nilai pengguna atau rating
kepuasan atas pengelolaan pengaduan yang tercantum pada halaman dashboard admin
instansi Bawaslu.

Periode Target 2024 dan 2025 Rating tahun 2024 Rating tahun 2025

Januar s.d. Desember 3,50 3,67 dari 5 3,67 dari 5

Dalam pemberian rating kepuasan, pengguna atau pelapor melakukan penilaian terhadap
pengelolaan pengaduan dengan mengacu pada indikator penilaian yang telah ditetapkan,
meliputi substansi tindak lanjut (20%), perlindungan identitas pelapor (25%), penggunaan
bahasa (5%), pemenuhan persyaratan administrasi (10%), kecepatan tindak lanjut (20%),
serta kelengkapan bukti tindak lanjut (20%). Hasil penilaian tersebut dikonversi menjadi
bintang 1 s.d. 5 yang ditampilkan pada halaman profil instansi pada aplikasi SP4N-
LAPOR!. Sepanjang tahun 2025, Admin Instansi Bawaslu mencatat terdapat 31 laporan
aduan yang masuk ke sistem LAPOR!, sebagai berikut:

Jenis Pengaduan Jumlah Aduan Yang Masuk

1 éPengaduan Berkadar Pengawasan 15

;Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan

Total

Dari 31 laporan pengaduan yang diterima, 17 aduan terverifikasi lengkap dan
didisposisikan ke Pejabat Penghubung, 13 aduan diarsipkan oleh Admin Instansi karena
tidak lengkap, dan 1 (satu) aduan diarsipkan sesuai dengan keinginan Pelapor. Berikut
rincian 17 aduan yang didisposisikan ke Pejabat Penghubung.




Jumlah Aduan Jumlah Aduan

BT
Unit Kerja Mitra Yang Diterimaa ~ Yang Selesai

Keterangan Klasifikasi Aduan

(4)

aspirasi, 2 permintaan informasi, 1!
:pengaduan tidak berkadar pengawasan, 2:
: berkadar pengawasan, dan 1 WBS ]

i Inspektorat Wilayah I 3 3 1 aspirasi, 1  pengaduan berkadaré
: : : ipengawasan, dan 1 pengaduan tidak:
: berkadar pengawasan ]

i Inspektorat Wilayah IIE 6 6 3 aspirasi, 1 pengaduan tidak berkadaré
: : : ipengawasan, 1 pengaduan berkadar:
:pengawasan, dan 1 WBS ]

Total 17 17

Terhadap 17 aduan yang terverifikasi lengkap tersebut, per tanggal 31 Desember 2025
seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Admin Unit Penyelenggara Publik (UPP) dengan
tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 100 persen. Untuk terus mempertahankan dan
meningkatkan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR!, Bawaslu telah melakukan upaya-upaya
sebagai berikut:
« Penguatan kerangka kerja legalitas melalui penyusunan 7 (tujuh) SOP Pengelolaan
SP4N-LAPOR! di lingkungan Bawaslu.
« Membuat tools sederhana berbasis spreadsheet yang berfungsi memantau kinerja
pengelolaan pengaduan secara berkala.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara triwulan atas pengelolaan pengaduan
melalui SP4N-LAPOR! dan menyampaikan hasil tersebut kepada Kementerian PAN-
RB sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, sebagai berikut:

No Periode Keterangan
(1 (2) (3)
1§ Januarisd. :Surat Sekjen Bawaslu Nomor 2/PW.04/IU/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal:

Maret 2025 :Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-:
:LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan | Tahun 2025 ]

2 Januari s.d. Juni §Surat Sekjen Bawaslu Nomor B-1326/PW.09/SJ/06/2025 tanggal 10 Juni 2025;
- 2025 :hal Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-:
:LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan Il Tahun 2025 ]

3 | Januarisd. :Surat Sekjen Bawaslu Nomor 2/PW.04/1U/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal
: September 2025 : Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Media SP4N-:
- :LAPOR di Lingkungan Bawaslu Triwulan Il Tahun 2025 ]

4 i Januaris.d. ilaporan Tahunan SP4N-LAPOR! Bawaslu Nomor 326/PW.09/1U/12/2025:
: Desember 2025 :tanggal 30 Desember 2025 yang disampaikan melalui link google form. :
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« Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! pada 7 (tuju
Provinsi beserta dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain: Daerah Isti
Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

« Melakukan koordinasi internal secara rutin antar admin pengelola SP4N-LAPOR! di
lingkungan Bawaslu untuk memastikan keseragaman pemahaman dan meningkatkan
kualitas respons.

« Melakukan koordinasi eksternal dengan Admin Nasional SP4N-LAPOR! pada
Kementerian PANRB, termasuk konsultasi secara berkala, guna mengatasi kendala
teknis pengelolaan aplikasi serta memastikan pengelolaan pengaduan telah berjalan
sesuai dengan ketentuan.

Meskipun pengelolaan aduan sampai dengan tahun 2025 telah berjalan baik, efektivitas
pengelolaan SP4N-LAPOR! masih terdapat kendala teknis yaitu aplikasi SP4N-LAPOR!
pada waktu tertentu mengalami pemeliharaan (maintenance), sehingga menyebabkan
ketidakstabilan akses. Selain kendala teknis, terdapat tantangan ke depan yaitu berkaitan
dengan peningkatan kompetensi dan kualitas tindak lanjut pengaduan pengelolaan SP4N—
LAPOR! di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Indikator Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi menggambarkan tingkat kepatuhan Bawaslu
dalam menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Dalam mendukung
pencapaian indikator tersebut, Inspektorat Utama berperan aktif melalui kegiatan
pemantauan, koordinasi, dan asistensi kepada unit kerja terkait untuk memastikan setiap
rekomendasi BPK ditindaklanjuti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga 31 Desember 2025, persentase TL rekomendasi
BPK telah mencapai 88,60 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan apabila
dibandingkan dengan Tahun 2024 yang tercatat sebesar 81,15 persen, serta mencerminkan
adanya perbaikan dalam komitmen dan efektivitas unit kerja dalam menyelesaikan tindak
lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan.

[\ [o} Periode Realisasi Pemantauan TL tahun 2024 Realisasi Pemantauan TL tahun 2025

Januari s.d. 81 16 persen (435 telah di TL dari 536: 86 37 persen (469 rekomendasi di TL darl
Juni §rekomenda3|) 543 rekomendasi) 3

2 { Januari s.d. 184,70 persen (454 telah di TL dari 536 188,60 persen (505 rekomendasi di TL darl
: Desember §rekomenda3|) 570 rekomendasi)

Capaian pemantauan TL rekomendasi BPK antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan
kondisi yang relatif stabil, pada kedua tahun tersebut capaian kinerja sebesar 100 persen.




Tahun 2024 Tahun 2025

Target Kinerja Realisasi Persentase Capaian Target Kinerja Realisasi Persentase Capaian

Stabilitas capaian tersebut tetap terjaga meskipun terdapat penambahan jumlah
rekomendasi antara periode Semester | dan Semester Il Tahun 2025. Penambahan
rekomendasi tersebut disebabkan karena adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(PDTT) oleh BPK pada Tahun 2025. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah
rekomendasi, jumlah tindak lanjut yang diselesaikan juga mengalami peningkatan. Kondisi
ini menunjukkan bahwa peran Inspektorat Utama dalam mendorong dan melakukan
pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah berjalan secara efektif. Hal ini
mencerminkan adanya komitmen dan kesadaran manajemen dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dan
upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola unit kerja. Berikut ini rincian status
pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK periode 1 Januari s.d. Desember 2025.

Status Pemantauan Tindak Lanjut

Jumlah Jumlah
Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut Dalam Belum Tidak Dapat
Pemeriksaan ' Telah Sesuai Proses Ditindaklanjuti

dan Tuntas  Tindak Lanjut DR dengan Alasan Sah

1 2009 7 26 19 6 - 1
22013 ......... 8 ......... ......... 10 ......... .......... 1 0 .............. 0 ......... .......... s ............... R

32014 ........ 28 ........ ......... 63 ......... 55 .............. 8 ......... .......... s ............... R

42015 ......... 8 ......... ......... 15 ......... .......... 1 2 ................... 3 .................... L RGO

5 ........ 2016 ............. 15 .................. 2625 ................... 1 .................... s S R

6 ........ 2017 .............. 9 ................... 2320 .......... 3 ........... B -

7 ........ 2018 ............. 10 .................. 3126 .......... 5 ........... s S _

8 ........ 2019 ............. 12 .................. 4033 ................... 7 .................... e S [

9 ........ 2020 .............. 7 ................... 2927 ................... 2 .................... S ST R

- 10 ........ 2021 ............. 89 ................. 223 .................. 2 09 .................. 14 ................... s S R

- 11 ........ 2022 .............. 8 ................... 14 .................... 1 2 ................... 2 .................... i e

b 12 ........ 2023 .............. 7 ................... 16 .................... 1 4 ................... 2 .................... L IR
13 ........ 2024 ................ -
142025 e = e _

Jumlah

Persentase
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Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (
menyelenggarakan SPI setiap tahun untuk mengukur kerawanan korupsi di setiap lembaga
publik. Survei ini dilakukan secara online dengan responden pegawai internal (responden
internal), masyarakat umum pengguna layanan (responden eksternal), dan para ahli seperti
kalangan praktisi dan akademisi (responden eksper). Survei dilakukan melalui metode
random sampling dengan derajat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 5
(lima) persen. Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko
korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu
merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Berikut ini Indeks SPI
Bawaslu dari tahun 2021 s.d. 2025.

Keterangan Tahun 2021 ' Tahun 2022 = Tahun 2023 : Tahun 2024 Tahun 2025

Indeks SPI Agregat

Terjaga Terjaga Waspada Waspada Waspada

Reamtan (indeks <73)
Waspada (indeks di antara 73-77)
Terjaga (Indaks 78-100)

Indeks Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bawaslu pada Tahun 2025 menunjukkan
penurunan yang dipengaruhi oleh menurunnya nilai indeks eksper serta meningkatnya faktor
koreksi apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan indeks eksper terjadi sebagai
akibat dari penilaian responden eksper yang berasal dari Kelompok Pemantau Publik dan
Kelompok Pengawasan Melekat, yang menilai bahwa dimensi integritas instansi masih perlu
ditingkatkan. Penilaian tersebut berdampak pada menurunnya nilai indeks integritas dari
perspektif responden eksper.

Selain itu, faktor koreksi pada Tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan
dengan Tahun 2024. Namun demikian, hingga tanggal 5 Februari 2026, Bawaslu belum
menerima Laporan Lengkap Hasil SPI Bawaslu Tahun 2025 dari KPK karena masih dalam
proses finalisasi. Oleh karena itu, Bawaslu belum dapat mengidentifikasi secara rinci faktor-
faktor yang menyebabkan penurunan nilai indeks eksper maupun peningkatan nilai faktor
koreksi secara komprehensif.




Selain 3 (tiga) indikator di atas, Inspektorat Utama sebagai mitra strategis org
memiliki peran dalam keberhasilan 4 (empat) komponen indikator penilaian RB, yai

Realisasi Target  Realisasi %

Indikator 2024 2025 2025 Capaian

ETingkat Maturitas ~ Sistem Pengendalian Interné 3,21 3,30 3,007 91,12

i Pemerintah (SPIP)

2 gkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas - : - - : -
3 iNilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 66,82 | 75 { 66,95 : 89,26
i (SAKIP) : : : :
i 4 ilIndeks Pelayanan Publik 2,86 3,50 3,90 100%

Tingkat Maturitas SPIP

Hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Bawaslu
Tahun 2025 menunjukkan bahwa Bawaslu memperoleh Indeks SPIP sebesar 4,317 atau
berada pada Level 4. Kemudian, hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri tersebut
Indeks SPIP turun menjadi 3,991 atau berada pada Level 3. Sementara itu, hasil evaluasi
maturitas SPIP Bawaslu yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat Direktur
Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.03/S-1028/D202/2/2025
tanggal 23 Desember 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Indeks Hasil Penilaian Mandiri ' Hasil Penjaminan Kualitas - Hasil Sementara Evaluasi BPKP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/626/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024,
Bawaslu memperoleh nilai evaluasi implementasi SAKIP sebesar 66,82 dengan predikat
Baik (B). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan target
nilai SAKIP sebesar 75. Atas target tersebut, Bawaslu telah mencapai kinerja sebesar
89,26 persen atau memperoleh Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 66,95 dengan predikat Baik
(B) berdasarkan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/290/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2026
Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, rincian
sebagai berikut:




Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai tahun

Komponen 2024

Nilai tahun 2025

: Perencanaan Kinerja

3 iPelaporan Kinerja 15,00 : 11,96 11,98

: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Sumber: hasil evaluasi AKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum vyang diakses melalui portal
https://portalrb.menpan.go.id/

Hasil evaluasi AKIP Bawaslu menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 0,13 poin
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada
beberapa komponen penilaian. Namun, pada komponen Pengukuran Kinerja terjadi
penurunan karena belum tersusunnya dokumen IKU Tahun 2025-2029 yang dilengkapi
dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang jelas untuk setiap
indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut, diperlukan percepatan penyusunan dan penetapan
dokumen IKU 2025-2029 yang memenuhi hal-hal dimaksud serta selaras dengan dokumen
Renstra Bawaslu Tahun 2025 s.d. 2029.

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IPP  merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Penilaian IPP diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh
Kementerian PAN-RB. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian
PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP
Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, lokus pelaksanaan PEKPPP pada Bawaslu
ditetapkan pada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (FPPP).




Atas dasar tersebut Inspektorat Utama melalui Inspektorat Wilayah 1| m
Pendampingan Penilaian PEKPPP kepada Biro Fasilitasi Penanganan Pelang
Pemilu sebagaimana termuat dalam Surat Tugas PIt. Inspektur Wilayah 1l Nomor
129/PW.09/IP/09/2025 dengan hasil akhir setelah dilakukan pembinaan, layanan publik
Biro FPPP memperoleh nilai sebesar 89,28 dan rekomendasi yang diberikan telah
ditindaklanjuti seluruhnya oleh Biro FPPP.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026
tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, Bawaslu memperoleh nilai IPP sebesar
3,90 dengan kategori B (Baik). Capaian tersebut telah melampaui target Tahun 2025
sebesar 3,50, serta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan
capaian IPP Tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,86.

4 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 4. Nilai Evaluasi Internal
) AKIP Bawaslu

IKP 4 digunakan untuk mengukur kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bawaslu. Evaluasi internal AKIP dilaksanakan oleh
Inspektorat Utama untuk menilai keselarasan antara perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dengan capaian kinerja organisasi,
sekaligus memastikan bahwa penerapan AKIP telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan. Hasil evaluasi internal AKIP dimanfaatkan sebagai dasar untuk
mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan AKIP, menyusun rekomendasi perbaikan,
dan mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan di
lingkungan Bawaslu.

Indikator Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu merupakan Indikator Kinerja Program yang
baru ditetapkan pada Tahun 2025. Hasil evaluasi internal ini masih ada gap dengan hasil
evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB sebesar 4,95. Hal ini menunjukkan mutu dalam
proses evaluasi perlu ditingkatkan. Indikator ini belum digunakan sebagai indikator kinerja
program dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024 dan baru pertama kali
dilakukan pada Tahun 2025. Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak dapat
dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Target Persentase Target Persentase

Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Keterangan

i Tidak menjadi IKP Tahun 2026
i s.d. 2029 berdasarkan Renstra }

95,87%




Capaian nilai Evaluasi Internal AKIP diukur berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal
dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Wilayah | terhadap Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi
tersebut didasarkan pada Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 104/PW.03/1U/07/2025
tanggal 22 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025, serta Surat Tugas Inspektur
Utama Nomor 108/PW.03/1U/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang Revisi Susunan Personel
dan Pembagian Tugas atas Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 104/PW.03/IU/07/2025
tanggal 22 Juli 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi internal tersebut, diperoleh nilai akuntabilitas kinerja Badan
Pengawas Pemilihan Umum sebesar 71,90 dengan predikat “BB (Sangat Baik)” atau telah
tercapai 95,87 persen dari target nilai sebesar 75,00, yang menunjukkan bahwa penerapan
AKIP di lingkungan Bawaslu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas kinerja.

Formulasi Perhitungan:

i
ilai i 71,90 ]
_ Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu X 100% = x 100% = 95,87% i
1
1

Target Kinerja Yang Direncanakan 75,00

Rincian hasil evaluasi per komponen, sebagai berikut:

Komponen Nilai tahun 2025

1 EPerencanaan Kinerja 30,00 21,60
2 EPengukuran Kinerja 30,00 18,00
{3 iPelaporan Kinerja {1500 i 12,30

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Internal Bawaslu Tahun 2025, masih terdapat beberapa
catatan perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan
kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kondisi tersebut menyebabkan nilai
evaluasi internal AKIP Bawaslu berada pada angka 71,90 dengan predikat “Sangat Baik™.




Atas catatan perbaikan tersebut, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut perbaika
berikut:

1.Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kementerian PAN-RB tahun 2024.

2.Melakukan finalisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3.Melakukan finalisasi Renstra Bawaslu yang ditetapkan dalam Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu
Tahun 2025-2029 dan mempublikasikannya dalam website JDIH Bawaslu.

4.Menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, baik di
tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, terkait tata cara pengukuran kinerja
melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi SAKTI Modul Komitmen, dengan
menghadirkan narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.

5.Melibatkan unit kerja terkait dan tim Inspektorat Utama dalam proses perumusan
indikator-indikator yang akan ditetapkan sebagai IKU Program dan Kegiatan.

6.Menyusun dan mempublikasikan LKjIP tahun 2024 yang telah direviu oleh Inspektorat
Utama, serta melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja, termasuk perbandingan
capaian dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

7.Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Evaluasi AKIP pada 36 unit kerja dengan rincian
hasil sebagaimana lampiran 7. Selain itu, pada tahun 2026 akan dilaksanakan evaluasi
AKIP pada 41 unit kerja mitra Inspektorat Wilayah I, I, dan II.

8.Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil
evaluasi AKIP sebelumnya.

Count or No

Jumlah Perolehan Predikat AKIP
pada Unit Kerja Bawaslu tahun 2025

C (Kurang) l

PRedEt % 5 (sangatoik)
8 (Baik) [
A (Memuaskan) [

0 5 10 15 20 25




Keterangan:

AA (Bobot nilai 100) : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) danterdapat upaya inovatif

A (Bobot nilai 90) : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) danterdapat beberapa upaya
yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB (Bobot nilai 80) : Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat
kebijakan.

serta layak menjadi percontohankepada unit kerja lainnya di lingkungan Bawaslu.

B (Bobot nilai 70) : Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).

CC (Bobot nilai 60) : Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).

C (Bobot nilai 50) . Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

D (Bobot nilai 30) : Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).

E (Bobot nilai 0) . Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi internal AKIP, diketahui bahwa:

Inspektorat Utama meraih nilai evaluasi internal AKIP tertinggi dengan skor 85,30 dan
predikat A (Memuaskan). Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai
evaluasi internal AKIP Inspektorat Utama menunjukkan peningkatan kinerja.

Terdapat 5 (lima) unit kerja yang memperoleh nilai A (Memuaskan) yaitu Inspektorat
Utama, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Terdapat 21 (dua puluh satu) unit kerja yang memperoleh nilai BB (Sangat Baik) yaitu
Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat,
Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jambi, Aceh, Jawa
Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bali,
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Terdapat 9 (sembilan) unit kerja yang memperoleh nilai B (Baik), yaitu Maluku Utara,
Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Kedeputian
Bidang Dukungan Teknis, Bengkulu, dan Riau.

Terdapat 1 (satu) unit kerja yang memperoleh predikat C (Kurang) yaitu Papua Tengah.

Secara keseluruhan, sebaran nilai evaluasi internal AKIP menunjukkan bahwa mayoritas
unit kerja Bawaslu atau sebanyak 58,33 persen telah berada pada kategori BB (Sangat
Baik), yang mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam membangun sistem
akuntabilitas kinerja. Namun demikian, untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara
merata dan berkelanjutan, diperlukan penguatan peran pembinaan, pendampingan, serta
tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan
langkah-langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut:
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1.Mendorong Biro Perencanaan dan Organisasi agar membuat pedoman atau pe
teknis penyusunan Renstra Tahun 2025 s.d. 2029 bagi Bawaslu Provinsi, menyelesaikan
penyusunan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU), cascading atau pohon
kinerja sampai ke tingkat individu, melakukan pendampingan dalam penyusunan LK]jIP
unit kerja serta memastikan adanya penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya
terhadap capaian setiap sasaran kinerja pada Bab III LK]jIP.

2.Mendorong Biro SDM dan Umum agar memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai
dasar dalam melaksanakan reward and punishment, menempatkan pegawai, serta
perpindahan pegawai (rotasi, mutasi, dan promosi).

3.Mendorong unit kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi
hasil evaluasi.

5 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 5. Indeks Kepuasan
) Masyarakat Layanan Pengawasan Internal

IKP 5 digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap
layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Utama. Kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Bawaslu dimaksudkan untuk
mendapatkan feedback atau umpan balik dan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan
auditee ditingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengawasan
intern yang telah dilakukan oleh tim auditor Inspektorat Utama Bawaslu sepanjang tahun
2025. Kegiatan SKM ini telah dilengkapi dengan surat rekomendasi survei yang diterbitkan
oleh Direktur Diseminasi Statistik BPS dengan Nomor B-1011/03200/0T.130/2025 tanggal
15 Juli 2025 dengan kategori LAYAK (identitas rekomendasi nomor: V-25.0000.020).

Kuesioner SKM terdiri dari 9 (sembilan) pertanyaan untuk mengukur 9 (sembilan) unsur
layanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik antara
lain:

Sarana dan
Prasarana

Biaya/ Produk Spesifikasi
Tarif Jenis Pelayanan

Kompetensi Perilaku
Pelaksana Pelaksana




Adapun pertanyaan-pertanyaan dari setiap unsur SKM yang tersusun dalam kuesion
termuat pada tabel dibawah ini:

No Unsur Kode Uraian Pertanyaan
(1) (2) © 3 (4)
1 EPersyaratan i U1 EBagaimana pendapat Bapak/lbu terhadap kesesuaian persyaratan:

:layanan dengan jenis layanan yang diberikan?

2 ESistem, Mekanisme,é U2 :Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang kemudahan prosedur:
i Prosedur i pelayanan oleh Inspektorat Utama? E

3 EWaktu Penyelesaiané U3 :Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang kecepatan waktu Auditoré
: . : Inspektorat Utama dalam memberikan pelayanan? :

4 EBiaya/Tarif i U4 :iBagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kewajaran biaya/tarif dalamf
: E i pelayanan yang diberikan Auditor Inspektorat Utama? :

5 EProduk Spesifikasi i U5 :Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang kesesuaian produk pelayanané

i Jenis Pelayanan iantara yang tercantum dalam standar pelayanan denganhasil yang:
: : i diberikan? 3
6 EKompetensi : U6 EBagaimana pendapat Bapak/lbu tentang kompetensi/ kemampuané
i Pelaksana {Auditor Inspektorat Utama dalam memberikan pelayanan:

: pengawasaninternal?

7 EPeriIaku Pelaksana : U7 EBagaimana pendapat Bapak/lbu terkait dengan perilaku Auditoré
; ; :Inspektorat Utama (dari sisi kesopanan dan keramahan):
: dalampemberian pelayanan? 3

8 EPenanganan i U8 EBagaimana pendapat Bapak/lbu tentang penanganan pengaduanf
:Pengaduan, Saran : pengguna layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama? 3
:dan Masukan . :

9 ESarana dan i U9 EBagaimana pendapat Bapak/lbu tentang kualitas dan kelengkapané
i Prasarana isarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Utama maupun:

: oleh Auditor pada saat melaksanakan penugasan?

Setiap pertanyaan dalam kuesioner telah disiapkan jawaban dengan pilihan berganda.
Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat
kualitas pelayanan, pembagian kategori jawaban dibagi dalam skala 4 (empat), yaitu:

Kategori Nilai Jawaban




Tingkatan nilai internal dan nilai mutu layanan dijelaskan sebagai berikut:

Nilai i Nilai Interval Konversi Kinerja Unit
pe— Nilai Interval (NI) (NIK) Mutu Pelayanan SErErET

1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 Tidak Baik

2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 Kurang Baik

3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 Baik

Berdasarkan inventarisasi data terhadap jumlah unit kerja yang telah dilakukan pengawasan
internal (baik daring maupun luring) oleh Inspektorat Wilayah |, Il dan Il terdapat 149 unit
kerja terdiri dari 38 Bawaslu Provinsi dan 111 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi objek
pengawasan. Kemudian, dari 149 unit kerja tersebut dilakukan identifikasi jumlah populasi,
sampel, dan responden eligible per-Inspektorat Wilayah, dengan hasil sebagai berikut:

Unit Kerja Populasi Survei

 Inspektorat Wilayah | 210 136 139
Inspektorat Wilayah |l 157 113 115
 Inspektorat Wilayah Il 151 108 125

% Responden Eligible 73,16 % dari total populasi survei

Responden eligible sebanyak 379 terdiri dari 139 merupakan pejabat/staf di mitra
Inspektorat Wilayah |, 115 merupakan pejabat/staf di mitra Inspektorat Wilayah Il, dan 125
merupakan pejabat/staf di mitra Inspektorat Wilayah Il yang menerima layanan consulting
dan assurance. Pejabat/staf yang diidentifikasi sebagai populasi survei dalam SKM ini
antara lain:
» Pada tingkat Bawaslu Provinsi adalah Ketua, Kepala Sekretariat, Seluruh ASN yang
menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Bendahara Pengeluaran (BP); dan
» Pada tingkat Bawaslu Kab/Kota adalah Ketua, Kepala/Koordinator Sekretariat, Seluruh
ASN yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP).

Pada Tahun 2025, Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Inspektorat Utama
mencapai nilai 3,81, atau terealisasi 100 persen dari target yang telah ditetapkan.




Formulasi Perhitungan:

Hasil SKM layanan Inspektorat Utama tahun 2025
Target Kinerja Yang Direncanakan 3,8

Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Indeks SKM Inspektorat Utama relatif stabil
dengan nilai sebesar 3,80, yang menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan kualitas
layanan.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Target - Persentase Target .. Persentase
9 Realisasi 9 Realisasi Keterangan

Kinerja Capaian Kinerja Capaian

380 i 38 i 100% i 38 i 381 i 100%  Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. }
: : : : : 2029 berdasarkan Renstra

Capaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Utama dipengaruhi oleh
beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Inspektorat Utama dengan unit kerja penerima
layanan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan, kejelasan informasi,
serta penyelesaian permasalahan.

2.Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan Inspektorat Utama dalam mendorong
peningkatan kualitas layanan pengawasan dan menjaga konsistensi kinerja dan
orientasi pada kepuasan penerima layanan.

3.Hasil survei kepuasan masyarakat dan masukan dari penerima layanan telah
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap proses dan kualitas
layanan pengawasan internal.

4.Penerima layanan telah memiliki ekspektasi yang relatif stabil terhadap kualitas layanan
Inspektorat Utama berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ekspektasi yang
cenderung tetap ini mempengaruhi penilaian responden sehingga nilai SKM tidak
mengalami fluktuasi yang signifikan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Utama tidak terlepas dari
dukungan kinerja layanan pada Inspektorat Wilayah I, I, dan Ill, yang pada akhir periode
penilaian juga berhasil mencapai target nilai Indeks SKM , rincian sebagai berikut.

Unit Kerja Target 2024 dan 2025 Indeks SKM 2024 Indeks SKM 2025

Inspektorat Wilayah |
Inspektorat Wilayah |l

Inspektorat Wilayah 11



Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks SKM Inspektorat Utama pada Tahun 2024"d
2025 berada pada nilai rata-rata yang sama, yaitu 3,80. Capaian ini mengindikasikan
bahwa secara umum kualitas layanan relatif stabil dan konsisten, serta telah mampu
mempertahankan tingkat kepuasan pengguna layanan pada kategori “sangat baik”.
Perbandingan nilai SKM Tahun 2024 dan 2025 tidak sepenuhnya bersifat sebanding (apple
to apple), mengingat terdapat penyesuaian aspek aspek sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2025

Unsur yang 7 dari 9 unsur yaitu: 9 dari 9 unsur yaitu:

:dinilai ; 1.Persyaratan ; 1.Persyaratan
: : 2.Sistem, Mekanisme, dan : 2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur,
Prosedur, ¢ 3.Waktu Penyelesaian,
3.Waktu Penyelesaian : 4.Biaya/Tarif,

4.Biaya/Tarif,

5.Produk Spesifikasi, dan Jenis
Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana,

7.Perilaku Pelaksana

5.Produk Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana,

7.Perilaku Pelaksana

8.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
9.Sarana dan Prasarana

:Jawaban ESkaIa 1-6 yaitu Sangat Tidak Skala 1-4 yaitu Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan
i Pertanyaan : Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Sangat Baik
: : Cukup Setuju, Setuju, Sangat

: Setuju

Untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat Utama, perlu dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:

« peningkatan kompetensi SDM APIP dengan mengikutsertakan pegawai pada
pendidikan dan pelatihan serta pelatihan teknis lainnya yang sesuai dengan peran dan
jabatannya, seperti pelatihan perencanaan, manajemen risiko, dan pengadaan barang
dan jasa, guna mendukung peningkatan kualitas layanan pengawasan internal.

« Melakukan koordinasi internal antar tim kerja di Inspektorat Wllayah 1,11, dan Ill sehingga
memiliki persepsi dan pemahaman yang sama terhadap implementasi pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan.

« Melakukan sosialisasi pedoman dan/atau SOP yang telah disusun agar dapat dipahami
oleh seluruh penerima layanan. Dengan demikian, penerima layanan diharapkan dapat
menilai secara objektif konsistensi penerapan SOP dalam pelaksanaan tugas
pengawasan oleh tim auditor Inspektorat Utama.

&iiiﬁi 11 6,



Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 6. Sko
Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP

IKP 6 digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Pada
tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP
yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana Surat Tugas
Inspektur Utama Nomor 123/PW.09/1U/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang
melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Periode 2024-2025. Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk
memastikan bahwa proses dan hasil penilaian mandiri SPIP yang dilakukan oleh unit kerja
telah andal, objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Penjaminan Kualitas dilakukan pada unit kerja Kedeputian Bidang Administrasi,
Kedeputian Bidang Dukungan Teknis, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Informasi, Pusat
Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Banten,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan terhadap 3
(tiga) Satuan Kerja Penanggung Jawab meliputi Biro Perencanaan dan Organisasi terkait
efektivitas dan efisiensi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terkait keandalan laporan
keuangan dan pengamanan aset, serta Inspektorat Utama terkait kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Bawaslu
tahun 2025 sebagaimana Laporan Nomor 219/PW.03/IU/11/2024 tanggal 7 November 2025
dapat diuraikan sebagai berikut:
1.Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,991 atau telah memenuhi
karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 Level 3 (Terdefinisi);
2.Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,582 atau telah memenubhi
karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi);
3.Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3.010.

Indeks tahun 2025 Penilaian Mandiri (PM) = Penjaminan Kualitas (PK)




Hasil penjaminan kualitas tersebut, selanjutnya akan dievaluasi oleh BPKP untuk

memperoleh nilai maturitas SPIP, MRI, dan IEPK Bawaslu.

Berdasarkan tabel di atas, hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP adalah sebesar 3,991 atau tercapai 100 persen dan bahkan telah
melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,30. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
kualitas penerapan SPIP Bawaslu. Adapun pengukuran capaian sebagai berikut:

_ x 100% =

. . . . . . .. 3,991
Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Bawaslu x 100% = 100%

Target Kinerja Yang Direncanakan

Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian skor penjaminan kualitas atas hasil penilaian
mandiri SPIP antara tahun 2024 dan 2025

Kinerja Capaian Kinerja Capaian

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Target Persentase Target Persentase

Realisasi Realisasi Keterangan

100 % i Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d. }

2029 berdasarkan Renstra

100 %

3,300 3,991

Rincian perbandingan hasil penjaminan kualitas SPIP, MRI, dan IEPK antara tahun 2024
dan 2025 disajikan sebagai berikut:

Tahun 2024 Tahun 2025
Fokus Penilaian Naik/ (Turun)
Hasil PM Hasil PK Hasil PM Hasil PK

1 iMaturitas Penyelenggaraan SPIP i 3980 i 3844 i 4264 i 3991 i 0,147
2 IMRI i 2919 | 2919 i 4013 § 3582 i 0,663
3 }IEPK 4,700 3,064 3,940 3,010 (0,054)

» Peningkatan skor SPIP dan MRI Bawaslu pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh penguatan

komitmen manajemen, pelaksanaan penilaian mandiri yang telah didukung dengan bukti
pendukung yang lebih lengkap dan memadai, peran aktif Inspektorat Utama dalam
melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP dan mendorong tindak
lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, penyempurnaan kebijakan manajemen risiko
Bawaslu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor
141/PW.09/K1/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta
pelaksanaan pendampingan penyusunan Register Risiko dan Rencana Penanganan
Risiko oleh Inspektorat Utama.
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« Seluruh langkah tersebut berkontribusi positif terhadap meningkatnya
SPIP dan MRI secara keseluruhan. Namun demikian, skor IEPK Tahun 2025 m
penurunan yang dipengaruhi oleh pengenaan penalti, perlunya penyempurna
kebijakan antikorupsi, antara lain Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu dan Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/X1/2017 tentang Whistleblowing System atas Dugaan
Pelanggaran di Lingkungan Bawaslu RI, perlu adanya sistem yang dibangun untuk
menerapkan prosedur anti korupsi (aspek pencegahan, deteksi, dan respons) dan sistem
Whistleblowing System (WBS) yang dikembangkan oleh Bawaslu di luar aplikasi SP4N-
LAPOR!, dan kegiatan pembelajaran anti korupsi yang telah dilaksanakan belum
terjadwal secara sistematis.

Sebagai tindak lanjut atas area yang masih perlu diperkuat, Inspektorat Utama saat ini terus
melakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai berikut:

» Menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 4762/PW.04/SJ/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pembentukan
Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pembentukan UPG ini merupakan
langkah awal dalam memperkuat pengendalian gratifikasi secara lebih terstruktur dan
terkoordinasi.

» Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal, khususnya yang berkaitan
dengan pengelolaan benturan kepentingan dan  pengendalian  gratifikasi.
Penyempurnaan kebijakan tersebut mengacu pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi
terbaru yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Peraturan KPK RI
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi.

« Mendorong Biro Perencanaan dan Organisasi serta unit kerja terkait untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana matriks rencana aksi tindak lanjut Area of
Improvement SPIP Terintegrasi yang telah disepakati bersama BPKP.

« Melakukan pemantauan terhadap progres dan capaian implementasi rencana aksi
tersebut.

Di sisi lain, penguatan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)
serta sistem pencegahan korupsi yang mencakup aspek pencegahan, deteksi, dan respons
menghadapi tantangan yaitu perlunya dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi
anggaran maupun kapasitas pengelola untuk kebutuhan pengembangan sistem yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Ke depan, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus
memperkuat kerangka kebijakan dan mekanisme pengendalian antikorupsi secara bertahap,
sejalan dengan prioritas pengawasan dan ketersediaan sumber daya, guna meningkatkan
efektivitas pencegahan dan penanganan potensi penyimpangan.




7 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 7. Survei Penilaian
) Integritas

IKP 7 digunakan untuk mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi di lingkungan
Bawaslu melalui survey e SPI yang diselenggarakan oleh KPK. Indeks SPI Bawaslu Tahun
2025 sebesar 73,90 (Waspada), atau mencapai 86,94 persen dari target yang ditetapkan
sebesar 85,00. Capaian indeks tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024
yang mencapai nilai 77,90. Adapun perhitungan capaian kinerja IKP.7, sebagai berikut:

E Formulasi Perhitungan: i

1 |
73,90

E _ Indeks SPI Bawaslu oleh KPK x100% = —2>22 % 100% = 86,94% i

I Target Kinerja Yang Direncanakan 85, !

|

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Target Persentase Target Persentase

Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Keterangan

(6) ]

7300 i 77,09 i 100 85 i 7390 i 86,94 : Tidak menjadi IKP Tahun 2026 s.d.

2029 berdasarkan Renstra

Hasil survei e-SPI berupa Indeks Integritas dihitung dengan cara menggabungkan penilaian
dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu internal, eksternal, dan ahli (eksper). Penjelasan sebagai
berikut:

« Penilaian internal diperoleh dari hasil survei terhadap pegawai pada 235 unit kerja
Bawaslu yang dipilih sebagai sampel. Rinician sebagaimana lampiran 8.

« Penilaian eksternal berasal dari penilaian para pengguna layanan publik baik layanan
vendor maupun non vendor yang pernah bekerja sama dengan 235 unit kerja Bawaslu
yang dipilih sebagai sampel.

« Penilaian ahli/eksper dilakukan oleh sejumlah narasumber atau pakar yang dinilai
memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu integritas dan korupsi pada Bawaslu
yang melibatkan minimal 10 ahli/tokoh dari berbagai kriteria yang ditetapkan oleh KPK,
antara lain:

. 1.Pensiunan maksimal lima tahun terakhir (pejabat minimal i 8.Advokat "
+ eselon Il untuk K/L/Provinsi atau eselon IIl untuk ' 9.Saber Pungli Polres. .
! kabupaten/kota). 1 10.Saber Pungli Kejari. 1
i 2.Auditor BPK. i 11.Saber Pungli Pengadilan Negeri. '
E 3. Auditor BPKP. ' 12.Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang bereputasi. '
i 4.Perwakilan Ombudsman.Penanggung jawab program 1 13.LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi. |
+ pencegahan korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK, Dit.  : 14.Akademisi bidang hukum atau politik/:
g Monitoring), ! pemerintahan/sektor terkait/ lokal setempat. 1
i i 15.Advisor dari lembaga donor yang membantu program
E ' pemerintah di instansi terkait. :
i ' 16.Penyuluh antikorupsi pada level madya dan utama. :

E 17.Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan KPK. '

5.Instansi lain yang terkait (Kementerian PAN RB, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas).

6.Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau
pengusaha yang berpengaruh.

7.DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi

pemerintahan (diutamakan Komisi A).
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« Selain ketiga sumber penilaian tersebut, perhitungan Indek
mempertimbangkan faktor koreksi yang berfungsi untuk menyeimbangkan
agar lebih mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya. Faktor koreksi di
sebagai pengurang nilai indeks dan dihitung berdasarkan beberapa data penduk
antara lain jumlah kasus dan tersangka tindak pidana korupsi yang bersumber dari Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh aparat penegak hukum,
jumlah kegiatan pengarahan yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei, serta
hasil observasi terhadap pelaksanaan survei.

Skema perhitungan Indeks Integritas disajikan sebagai berikut:

Faktor Koreksi

+

DSBS

Pelbsaraan M
DALNEISIS

Melalui skema penilaian tersebut, berikut ini perolehan Indeks SPI Bawaslu sejak tahun
2021 s.d. 2025.

Keterangan Tahun 2021 © Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 = Tahun 2025

élndeks SPI Agregat

Kategori Terjaga Terjaga Waspada Waspada Waspada

E.I.r;a;l.(;..l;;;.e.;;.a.l .................... é ...... .8.:].,.5.7. ...... ; ........ .8.:].,.2"6 ........ é ........ .7.5’.&:).2. ........ f........7..4..:.6..7. ....... ; ........ .8.‘.1.,.:.3.:;) .........
IndeksEksternaI ........................ 8000 ............... 8466 ................. 85298589 ......... 8918
g'l.r']a ;i(.; .é .l;.s.[;).é.r. .................... é ...... .7.é.’.é.7. ...... ; ........ .8.:1.’.%.:; ........ é ........ .6.5’.4._ .9. ........ é T .8. 5:2.3. ....... E ........ .7.6.,.é .1. .........

 Faktor Koreksi : 0 4,39 2,92 i 526 i 6,06




Adapun rincian indeks internal dan eksternal yang dijabarkan per unit k
lampiran 9. Berikut ini Indeks SPI Bawaslu Tahun 2025 yang ditinjau berdasarke
masing-masing dimensi penilaian.

i Indeks SPI Agregat-Bawaslu

Keterangan

Sumber: http

Keterangan:

s:/Isp

i.kpk.go.id/dashboard/hasil

Reantan (indeks <73)
Waspada {(indeks di antara 73-77)
Terjaga (indeks 78-100)

2022 2023 2024 2025

7815 i 7370 i 77,40 i 73,90



https://spi.kpk.go.id/dashboard

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:
» Area yang masih memerlukan perhatian khusus yaitu aspek internal (dimen
antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia, dan perdagangan pengaruh) da
eksper (dimensi integritas instansi). Pada dimensi-dimensi tersebut, diperlukan
perbaikan yang lebih nyata, terukur, dan berdampak langsung, tidak hanya untuk
meningkatkan nilai indeks, tetapi juga untuk memperkuat citra lembaga dan
kepercayaan publik terhadap Bawaslu melalui penguatan internalisasi nilai anti korupsi
dengan sosialisasi dan internalisasi penerapan anti korupsi yang berkelanjutan,
penyempurnaan kebijakan serta praktik pengelolaan SDM yang berbasis merit, serta
pencegahan perdagangan pengaruh dengan penguatan pengendalian konflik
kepentingan. Upaya perbaikan tersebut diharapkan mampu mendorong penilaian yang
lebih positif dari para pakar atau ahli, khususnya terkait komitmen dan praktik integritas
di lingkungan Bawaslu.

» Terdapat peningkatan faktor koreksi yaitu dalam aspek Integritas Pelaksanaan SPI yang
menunjukkan bahwa penguatan integritas belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan
perilaku dan praktik kerja yang konsisten, sehingga masih diperlukan penguatan
pengendalian, pengawasan, dan tindak lanjut perbaikan.

Dalam proses pelaksanaan SPI Bawaslu, berikut ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
Inspektorat Utama selaku penanggung jawab pelaksanaan SPI, antara lain:

1.Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Survei Penilaian
Integritas (SPI) Bawaslu Tahun 2024 serta melakukan pemantauan progres
pelaksanaannya.

2.Menyusun Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Evaluasi
Pelaksanaan SPI Tahun 2024 dan Pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan melakukan
sosialisasi Surat Edaran tersebut di lingkungan Inspektorat Utama dan Bawaslu
Provinsi/Kabupaten/Kota secara daring.

3.Berkoordinasi dengan Biro SDM dan Umum yang berkaitan dengan database pegawai
Bawaslu yang akan digunakan sebagai salah satu sumber data pegawai internal.

4.Berkoordinasi dengan KPK terkait penentuan unit kerja sampling e- SPI tahun 2025.

5.Menghimpun data populasi internal, eksternal, dan eksper di 235 unit kerja Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta merekonsiliasi data pegawai internal
antara data dari Biro SDM dan Umum dengan data pegawai yang disampaikan oleh unit
kerja.

6.Menginput data populasi internal, eksternal, dan eksper ke dalam aplikasi SPI Populasi
KPK dan berkoordinasi dengan KPK dalam melakukan update atau pembersihan data
populasi apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kriteria.

7.Memantau progres pengisian survei e SPI dari responden internal dan eksternal pada
masing-masing mitra kerja Inspektorat Wilayah 1,1I, dan lll, dengan capaian pengisian
per 6 November 2025 sebesar 92,51 persen, sebagai berikut:




Unit Kerja Mitra Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Inspektorat Wilayah |

Inspektorat Wilayah |l 95 98,27
I nspektorat .\-/.\;i.l-e.l yah -I.I-I ............................ ............. 95 ............. ............. 8333 .................................................
Rata-Rata Capaian 92,51%

Upaya untuk meningkatkan Indeks SPI Bawaslu hingga berada pada kategori “Terjaga”
(Indeks SPI = 78-100) tidak dapat dibebankan semata-mata pada Inspektorat Utama selaku
APIP Bawaslu. Keberhasilan penerapan kebijakan integritas sangat bergantung pada
komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pegawai serta Pimpinan Bawaslu, baik di tingkat
pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tanpa dukungan dan pelaksanaan yang konsisten
di seluruh lini organisasi, kebijakan dan program penguatan integritas tidak akan
memberikan hasil yang optimal. Sampai dengan tanggal 5 Februari 2026, Laporan Hasil SPI
Bawaslu belum diterima sehingga saran perbaikan sebagai tindak lanjut ke depan belum
dapat diidentifikasi secara komprehensif. Harapan ke depan, dengan pelaksanaan tindak
lanjut yang akan dilakukan, Indeks SPI Bawaslu pada tahun-tahun berikutnya dapat
meningkat, tidak hanya dari sisi capaian angka, tetapi juga dari kualitas penerapan
integritas dalam praktik kerja sehari-hari. Peningkatan tersebut diharapkan dapat
memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap
Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang berintegritas.

8 Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 8.
) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IKP 8 digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan
Bawaslu. Penilaian IPP diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-
RB. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Nomor
B/89/PP.00.02/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup
Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, lokus pelaksanaan PEKPPP pada Bawaslu
ditetapkan pada layanan publik di Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (FPPP).

Formulasi Perhitungan:

Target Kinerja Yang Direncanakan

1 1
1 1
| |
i Indeks Pelayanan Publik Bawaslu « 100% = 3,90 x 100% = 100 % i
1 1
1 1
1 1




Capaian IPP Bawaslu tahun 2025 sebesar 100 persen yang
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi
Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evalu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun
Bawaslu memperoleh nilai IPP sebesar 3,90 dengan kategori B (Baik). Capaian terse
telah melampaui target Tahun 2025 serta menunjukkan peningkatan yang signifikan
dibandingkan dengan capaian IPP Tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,86 (Cukup).

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Target Persentase Target Persentase

Realisasi Realisasi

Kinerja Capaian Kinerja Capaian Keterangan

- i 286 i N/A i 350 § 39 i 100% i Tidak menjadi IKP Tahun 2026
: : : : : sd 2029 berdasarkan Renstra :

*N/A = Capa/an IPP tahun 2024 tidak dapat diukur, karena tidak ada target yang ditetapkan

Perlu disampaikan bahwa Indikator “Indeks Pelayanan Publik” merupakan Indikator Kinerja
Program yang baru ditetapkan pada Tahun 2025 dan belum digunakan sebagai indikator
kinerja program dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024, sehingga
capaiannya belum dapat diukur. Dalam pencapaian indikator ini, Inspektorat Utama telah
berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan PEKPPP sebagaimana Surat Tugas
PIt. Inspektur Wilayah Il Nomor 129/PW.09/IP/09/2025 tanggal 1 September 2025, serta
dituangkan dalam Laporan Pendampingan Penilaian PEKPPP Tahun 2025 pada Biro
Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (Biro FPPP) Nomor 220/PW.09/1P/11/2025
tanggal 11 November 2025. Hasil pembinaan dan pendampingan tersebut menunjukkan
nilai layanan Biro FPPP adalah sebesar 89,28 dari skala 100. Adapun rekomendasi hasil
pembinaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Biro FPPP, yang antara lain meliputi:
1.Pemasangan Standar Pelayanan pada papan pengumuman, meja layanan, serta media
elektronik (layar TV/monitor) di Gedung B, serta publikasi Standar Pelayanan di website
Bawaslu dan aplikasi SIGAP Lapor.
2.Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 melalui media
elektronik berupa layar TV/monitor di Gedung B.
3.Penambahan informasi waktu layanan, termasuk pemberlakuan layanan di luar hari
kerja dalam kondisi tertentu, yang ditampilkan pada meja layanan dan media elektronik.

g Ty ey ) Q| Soaas ] %

JAM LAYANAN Tingkat Kepuasan Masyarakat Maklumat Layanan
terhadap Penanganan Pelanggaran Penanganan Pelanggaran
PEMILU/PEMILIHAN Bawaslu Sebesar....

& Laporan Politik Uang




4.Penambahan kriteria pemberian penghargaan (reward) kepada
antara lain melalui penilaian penampilan dan sikap pegawai, termasuk
menerima komplain yang bersifat personal.

5.Koordinasi dengan Biro SDM dan Umum dalam penyediaan sarana dan prasa
yang ramah bagi kelompok rentan, seperti penyediaan alat bantu tuna netra/tuna rungu
(huruf braille), petugas yang mampu berbahasa isyarat, lift khusus dengan huruf braille,
serta jalur guiding block.

6.Penambahan fasilitas pendukung operasional pelayanan berupa dashboard monitoring
proses pelayanan yang ditampilkan melalui layar TV/monitor.

7.Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi untuk melakukan pemutakhiran data dan
informasi penanganan pelanggaran pada aplikasi SIGAP Lapor secara harian.

8.Publikasi hasil monitoring layanan konsultasi dan pengaduan penanganan pelanggaran
di media sosial dan website Bawaslu.

Dengan pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama, Biro
FPPP menjadi lebih siap dalam penilaian IPP oleh Kementerian PAN-RB sehingga
diperoleh hasil akhir yang maksimal yaitu nilai 3,90 (Baik) dan mencapai target 100 persen.
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9) Pemenuhan Target Indikator Kinerja Program (IKP) 9. Level
Kapabilitas APIP

IKP 9 digunakan untuk mengukur Tingkat Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP.
Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas
pengawasan internal secara efektif dan efisien yang mengacu pada Internal Audit
Capability Model (IACM) oleh The Institute of Internal Auditor (lIA). Kapabilitas APIP
berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan kedalam 5 (lima) tingkatan (level) yaitu
Initial (level 1), Infrastructure (level 2), Integrated (level 3), Managed (level 4), dan
Optimizing (level 5), yaitu semakin tinggi level semakin baik kapabilitasnya. Berdasarkan
Berita Acara Hasil Evaluasi Kapabilitas pada Inspektorat Utama Bawaslu tanggal 16
Desember 2025, diperoleh simpulan evaluasi Kapabilitas Inspektorat Utama yaitu pada
Level 2 dengan skor 2,37, atau tercapai 79 persen dari target.

1
1
i
E B Level Kapabilitas Inspektorat Utama x 100% = 2,37 (Level 2) % 100% = 79%
I Target Kinerja Yang Direncanakan Level 3

1

Berikut ini perbandingan capaian tingkat kapabilitas Inspektorat Utama tahun 2024 dan
2025.

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 s.d. 2029

Persentase Target Realisasi Persentase
Capaian Kinerja eafisasl Capaian

Target Kinerja Realisasi Keterangan

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025, Inspektorat Utama telah mencapai
Level 3 (3,520), sebagai berikut:

Elemen Level Hasil Penilaian Mandiri
(2)

{ Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

: engelolaan Sumber Daya Manusia : 3 : 0,720

: Praktik Profesional : 4 . 0,720 ]

3 iAkuntabilitas dan Manajemen Kinerja 4 - 0,240

4  iBudaya dan Hubungan Organisasi 4 0,240
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Elemen Level Hasil Penilaian Mandiri

(2) ()

§Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

6 :Perandan Layanan : 3 1,200

Simpulan Entitas 3 3,520

Sumber: Lampiran Surat Ketua Nomor B-377/PW.09/K1/08/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Penyampaian Hasil
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.
Penurunan nilai kapabilitas APIP dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang

berdampak pada penyesuaian kriteria dan bobot penilaian kapabilitas APIP. Perubahan
kebijakan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan penilaian mandiri, sehingga
berpengaruh terhadap hasil evaluasi kapabilitas Inspektorat Utama Tahun 2025. Adapun
perubahan dimaksud meliputi:

Aspek Sebeleum Perubahan Pasca Perubahan
Q)] (2 (3)
i Kebijakan Diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 i Diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun
: : : 2025
Komponen dan 6 (enam) Elemen yang terdiri dari: 5 (lima) Elemen yang terdiri dari: 3
i Bobot i 1.Komponen Enabler (60%) i 1.Elemen Kualitas Peran dan Layanan (40%)
: Penilaian : 2.Elemen Pengelolaan SDM, : 2.Elemen Profesionalisme Penugasan (20%)
: : 3.Elemen Praktik Profesional, i 3.Elemen Manajemen Pengawasan APIP (20%) i
4.Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, : 4.Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber:
5.Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, Daya Pengawasan (10%)
: 6.Elemen Struktur Tata Kelola) : 5.Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi:
i Komponen Delivery dan Result (40%), yang terdiri darii  (10%) 3
: Elemen Peran dan Layanan :
ETopik §18 Topik §19 Topik dengan penajaman topik tertentu yaitu:i
: : i Pengembangan Informasi Awal (PIA),}

: pemantauan tindak lanjut, dukungan terhadap:
iteknologi informasi (Tl), dan pembangunan i
: budaya integritas. :

Adanya perubahan skema penilaian kapabilitas APIP memiliki beberapa implikasi, antara
lain:

a. Kebutuhan penyesuaian strategi pengawasan

Inspektorat Utama perlu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan
dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang berfokus pada isu-isu strategis
serta berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Selain itu, diperlukan penyesuaian
terhadap target kinerja tingkat kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen
lainnya yang memuat target dan indikator Kapabilitas APIP agar selaras dengan kebijakan
dan kriteria penilaian yang berlaku.




b. Penguatan kompetensi dan profesionalisme SDM APIP
Skema penilaian kapabilitas APIP yang terbaru menuntut auditor tidak hany
kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan analitis yang memadai serta kapasitas
menyusun rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah dalam rangka peningkatan Ta
Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal (TKMRPI) serta pencegahan
penyimpangan (fraud).

c. Peningkatan kualitas implementasi, bukan sekadar pemenuhan dokumen

Kebijakan terbaru menekankan pada kualitas peran dan layanan APIP, pemenuhan standar
profesional pengawasan, dan bersifat lebih substantif. Penilaian tidak lagi bertumpu pada
keberadaan pedoman atau SOP semata, tetapi pada sejauh mana pedoman tersebut
diimplementasikan secara konsisten dan efektif untuk meningkatkan TKMRPI organisasi.

d. Penguatan peran APIP dalam manajemen risiko dan pengendalian internal
Inspektorat Utama dituntut untuk lebih aktif mendorong kualitas penerapan manajemen
risiko dan pengendalian internal di seluruh unit kerja, bukan hanya melakukan penilaian
kepatuhan.

e. Perubahan pendekatan dalam pengukuran kinerja APIP

Capaian kapabilitas APIP ke depan perlu dilihat sebagai proses berkelanjutan (continuous
improvement), sehingga fokus utama tidak hanya pada pencapaian level tertentu, tetapi
pada peningkatan kualitas pengawasan internal dari waktu ke waktu.

Dalam rangka mempertahankan tingkat kapabilitas APIP, Inspektorat Utama telah
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
1.Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi SDM
secara berkelanjutan.
2.Penyempurnaan metodologi pengawasan dengan melakukan perubahan dan

penyusunan kebijakan antara lain:
« menetapkan Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagai praktik baru dalam

pelaksanaan audit kinerja, yang menekankan pendekatan berbasis risiko dalam
perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
« penyusunan beberapa pedoman dan SOP sebagaimana lampiran 3.

3.Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan telaah sejawat
internal, dengan hasil sebagai berikut:

Unit Kerja Target Kinerja (%) Realisasi 2025 (%) Capaian (%)

Inspektorat Wilayah |
! Inspektorat Wilayah I 100

Inspektorat Wilayah 111 100




4.Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP s
dengan hasil per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Hasil Persentase Pemantauan Tindak

Pemeriksaan Lanjut (PTL) s.d. Semester Il 2025 (%) EEETEETL

5505 dari 570 rekomendasi ditindaklanjuti

17 dari 989 rekomendasi telah ditindaklanjuti

736 dari 5553 rekomendasi telahi
: ditindaklanjuti E

Sumber: Data Rekapitulasi PTL per 31 Desember 2025.

5.Pelaksanaan layanan jasa konsultansi difokuskan pada penanganan layanan
pengaduan internal, tindak lanjut atas permintaan Pimpinan, serta pelaksanaan telaah
Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Perubahan kebijakan Kapabilitas APIP menjadi tantangan sekaligus peluang bagi
Inspektorat Utama. Di satu sisi, capaian kapabilitas yang telah diraih pada periode
sebelumnya tidak dapat dibandingkan secara langsung karena adanya perubahan kriteria
penilaian level Kapabilitas APIP. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkatan level pada
regulasi sebelumnya tidak sepenuhnya setara dengan tingkatan level pada regulasi yang
baru, sehingga penerapan Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah berdampak pada penurunan capaian level Kapabilitas APIP. Namun di sisi lain,
skema penilaian yang baru mendorong Inspektorat Utama untuk memperkuat peran
strategis APIP sebagai trusted advisor dan quality assurance yang tidak hanya berorientasi
pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi
organisasi.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Utama didukung dengan pagu anggaran
sebesar Rp3.735.435.000,00. Berdasarkan data aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025,
anggaran yang direalisasikan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian
target kinerja Inspektorat Utama adalah sebesar Rp3.707.353.373,00 atau 99,25 persen
dari pagu anggaran menurut DIPA Bawaslu Revisi ke-10 Nomor SP DIPA-
115.01.1.500100/2025 tanggal 12 Desember 2025, rincian sebagai berikut:




Program/
Kegiatan/ Indikator
RO/KRO

Realisasi Capaian (%)
Anggaran Uraian
(Rp)

Pagu
Anggaran
Anggaran Kinerja

i 115.WA.4355. iJumlah dokumen i 3,80 - i - i 100 iTerdiri dari 1 Laporani

1EBD.961.112. :Indeks Kepuasan: (1 Laporan) : : : : : SKM Ittama Tahun 2025

i Layanan i Pelayanan : o ] 2 ] :

: Reformasi : Pengawasan

Kinerja Internal

i 115.WA.4355. i Kapabilitas APIP i Level 3 i 2.891.652.000; 2.866.518.402; 99,00 i 79 iHasil Kapabilitas APIP}

:EBD. 965. : : : : : : :oleh BPKP menunjukkan :

:Layanan Audit: : : : : : 1 Skor 2,37 (Level 2)

{ Internal : : : : : : :

§101 iJumIah Iaporan§28 Laporan 869.449.000§ 861.190.188§ 99,00 100 §Terdiri dari 28 Laporani

: : audit internal Itwil : : : : : : Hasil Audit :
£1,2,dan 3 : : : : i

1102 {Jumlah laporani68Laporan 429.741.000i 425.192.396: 98,70 i 100 :Terdiri dari 200 Laporan

: ireviu kinerja Itwil : : : : : : Hasil Reviu :
:1,2, dan 3 : : : : : i

1103 {Jumlah laporan: 165 Laporan i 1.592.462.000i 1.580.135.818: 99,22 i 100 :Terdiri dari 269 Laporan i

: : pemeriksaan : : : : : : hasil Pemeriksaan, :
:pembinaan dan: : : 2 : i Pembinaan, dan:
ipengawasan i iPengawasan Lainnya i
:lainnyal Itwil 1,2, : : : : :
idan 3 :

{115.WA.6849. i- i1layanan i  87.497.000i  87.495307i 100 i 100 :Terdiri dari 1 Layanani

:EBA.994.002. : : : : : : : Operasional dan:

: W. Operasional Perkantoran :

{ Inspekorat

{115.WA.6850. fJumlah laporani20 Laporan i  756.286.000: 753.339.664: 99,61 f 100 :Terdiri dari 20 Laporani

: EBA.962.106.A : koordinasi  data: : : : : : yaitu 12 Laporan Bulanan:
i Layanan idan informasi,: o ] : ] fe-Monev, 4 Laporan:
EDukungan Erencana programi éKeuangan dan Kinerjai
: Manajemen idan  anggaran, : : : : : :Triwulan, 2  Laporan:
{ Internal iserta  evaluasi} i Kepegawaian dan Umum§
: idan  pelaporan: : : : : : Semesteran, 1 Dokumen:
: kinerja, : : : : : : Perjanjian  Kinerja, 1:
{ administrasi i Laporan Kinerja §
: keuangan, : : : : : : Inspektorat Utama :

: administrasi

ikepegawaian i
idan umum di:
lingkup lttama

3.735.435.000 3.707.353.373 99,25

Realisasi anggaran sebesar 99,25 persen dengan capaian kinerja sebesar 97 persen
menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 secara umum telah
berjalan efektif dan relatif efisien. Hal ini tercermin dari keselarasan antara penggunaan
anggaran dengan hasil kinerja yang dicapai, bahkan realisasi output hasil pengawasan
internal telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renja yaitu 518 output yang terdiri
dari 497 (488 PKPT + 9 Non PKPT) laporan hasil pengawasan internal dan 21 Laporan
Administrasi Tata Usaha.
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Adapun upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan
sumber daya dengan menerapkan pola penugasan secara daring (online) pada kegiatan
pengawasan tertentu, seperti monitoring LHKAN, evaluasi AKIP, dan reviu LK|IP, serta
penerapan penugasan secara hybrid (daring dan luring) dalam pelaksanaan audit. Strategi
tersebut mampu menekan biaya perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas dan cakupan
pengawasan, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

B =




PENUTUP




BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana
tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan
periode pelaporan yang merefleksikan Inspektorat Utama dalam mempertahankan kinerja
dan memenuhi target PKPT di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun dalam
pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, 5 (lima) dari 9 (sembilan)
IKP yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai, serta realisasi PKPT tetap
mencapai 100 persen. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja yang
disajikan dalam Bab lll, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1.Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi
yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan
Modern” yang diukur melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 belum
dapat diukur, karena sampai tanggal 5 Februari 2026 Nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu
belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB.
2.Capaian Sasaran Program “Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan
efektif” diukur melalui 9 (sembilan) IKP. Dari 9 (sembilan) IKP tersebut, sebanyak 5
(lima) IKP telah mencapai target 100 persen, yaitu IKP Persentase Pelaksanaan
Kegiatan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu,
Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya; Persentase Penyusunan
Kebijakan Teknis Pengawasan Internal; Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Pengawasan Internal; Skor Maturitas Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri
SPIP; serta Indeks Pelayanan Publik. Selanjutnya, terdapat 4 (empat) IKP yang belum
mencapai target 100 persen, yaitu IKP Persentase Tercapainya Indikator Reformasi
Birokrasi Inspektorat Utama, Nilai Evaluasi Internal AKIP Bawaslu, Survei Penilaian
Integritas, dan Tingkat Kapabilitas APIP, sehingga capaian rata-rata kinerja Inspektorat
Utama sebesar 95,27% dengan yang ditargetkan.
3.Penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 secara umum telah
dilaksanakan secara efektif dan relatif efisien, yang tercermin dari realisasi anggaran
sebesar 99,25 persen mampu mendukung pencapaian kinerja hingga 97 persen.
Meskipun masih terdapat 4 (empat) IKP yang belum mencapai target, Inspektorat
Utama tetap mengupayakan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di tengah
kebijakan efisiensi belanja. Adapun capaian yang belum optimal tersebut dipengaruhi
oleh risiko dan faktor di luar kendali langsung Inspektorat Utama serta karakteristik
indikator yang memerlukan dukungan dan koordinasi lintas unit kerja.




Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pada Tahun 2025, Ins
Utama Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, antara lain:

1. Terdapat penambahan sumber daya manusia melalui penerimaan 45 CPNS pada bulan
Juni 2025. Namun meskipun menambah kuantitas pegawai, masih diperlukan
peningkatan kapasitas melalui diklat fungsional dan diklat teknis substantif sebagai
peluang peningkatan kinerja agar dapat bekerja mendukung pelaksanaan pengawasan
secara optimal.

2.Adanya keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya pelaksanaan diklat teknis
substantif dan sertifikasi, sehingga pengembangan kompetensi auditor Tahun 2025
belum sepenuhnya memenuhi target minimal 20 JP bagi seluruh auditor dan sebagian
besar diklat yang diikuti adalah diklat tidak berbayar dan melalui daring sebagai
alternatif pemenuhan pengembangan kompetensi.

3.Adanya kesenjangan kompetensi jabatan dan kapasitas pegawai, khususnya pada
peran pengendali teknis dan ketua tim, yang secara ideal seharusnya diampu oleh
auditor pada jenjang tertentu, namun dalam praktiknya masih dilaksanakan oleh auditor
dengan jenjang di bawahnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersusunnya pola
karier auditor secara jelas serta pemenuhan jabatan fungsional sesuai dengan
perencanaan kebutuhan.

4.Telah terdapat aplikasi SAIBERDIT, namun pemanfaatannya belum optimal, sehingga
pola kerja masih didominasi dengan proses yang memanfaatkan teknologi sederhana
seperti: google spreadsheet.

Sebagai upaya tindak lanjut perbaikan ke depan, Inspektorat Utama akan melakukan
penguatan, sebagai berikut:
1.Penataan pengelolaan SDM melalui pemerataan beban kerja antar tim di Inspektorat
Wilayah, mengusulkan pemenuhan jabatan fungsional Auditor Ahli Muda dan Ahli
Madya, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui diklat dan pembelajaran internal
seperti coaching dan sharing knowledge dengan dipastikan pemenuhan jam pelatihan
yaitu 20 JP per auditor per tahun.
2.Pemanfaatan aplikasi SAIBERDIT untuk mendukung pelaksanaan pengawasan
internal. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan
ketersediaan sumber daya.
3.Penguatan koordinasi lintas unit dan komitmen manajemen dilakukan untuk mendukung
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan capaian kinerja
outcome secara berkelanjutan.




Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama dalam
mendukung pencapaian kinerja Bawaslu. Laporan ini menyajikan informasi kinerja secara
komprehensif dan terukur sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi
berkelanj